A.

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 23/PJ/2020

TENTANG

BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN  PAJAK  PENGHASILAN
UNIFIKASI SERTA FORMAT BUKTI PEMOTONGAN/
PEMUNGUTAN UNIFIKASI
FORMAT BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI
1. Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar berbentuk Dokumen Elektronik untuk PPh Pasal 4 ayat (2),

PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23

Aarea staples

_——
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT(2), PPh PASAL 16, FPh PASAL 22, FORMULIR BEPBS
DAN PPh PASAL 23
KEMENTERIAN KEUANGAN Rt we Nomor : [ T [ T ] [ T T 1 we || PPhFinal
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK w2 [ |Pambetulan Ke-__ lPembatatan ws [___] PPhTidek Finet

Al
A2

A3

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

NPWP  CIL ] CT 1T 1 CT1T 1 1 CT 1T 1 C1T 11
NIk T 1T T 1T T T 1T 1 T 1T T T 11

f

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Keterangan Kode Objek Pajak :

B.7 Dokumen Referensl : Nomor Dokumen | i
Nama Dokumen | | v ] Jee [T Jee[ T T T Jimow
B.8 Dokumen Refarensl untuk Faktur Pajak, apablla ada:
Nomor Fakwr Pajak: | - o . Tanggel I 'dd Innml Iyyyy
Bo [ |PPn Surat gan Bebas (SKB).
Momor : Tangg [ I Jaer | I | rores [ I [ T Jww
B.o[__| pPh TPy Kkan :
SS5P atas PPh DTP but teleh NTPN : [ | | | | [T 1T T 1 | | | | I |
B.11 EPPh datam hal Surat PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor:
8.12[ | PPhyang di diberikan PPh I

C. IDENTITAS PEMDTONG/PEMUNGUT PPh

C.1
C.2
C.3
C.4
Cc.5

NPWP - 1T 1 1L 11 1T 11 [ 11 [II1I1

Nama Wajlb Pajak

Tanggal s T Jee T _Jem 1T T low

Nama Panandatangan

Pernyataan Wajib Pajak B Dengan inl saya bahwa Bukt 'emungutan Unifikas| telah saya Isl dengan benar dan telah saya tandatangani secara
elekironik.
Apablis p: galam Buky [} Unikasi yang U
P o FPh atay atas akan
|:I alas per pajak yang tigak saharusnya oleh gut PPh
D atas e pa)ak yang tidak saharusnya terutang aleh pihak yang dipotong/dipungut
C1- oleh F emungut PPRY

Sesual dengan ketenluan yang bertaku, Direktoral Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/ amungutan Unifikasi ini ginyatakan sah dan 1l@ak diperiukan tanda tangan basah
pada Bukti Permotongan iri.

P F Bukti P P g PPh Pasal 4 ayat {2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23
H. Baglan Header Forrmmr
H.1 Dlsl dengan nomor Sukl Pemotongan/Pemunguian Unifikas), yaliu 10 dipit yang menunjukkan nomor urut Bukli Pemotongan/f emungutan Unifikasi.
Nomor urut Buktl Pemotongan/Pemungutan Unifikast idak berubah galam hat Bukn nan Uninkast.
M.2 Dlisi dengan tanda silang (X} pada kotak, fika r Buktl F el 1] Unmkast gan uliskan urutan pembetulan dengan angka,
H.3 Dlis) dengsn tanda silang (X} pada. kotak, jika Bukt Unifikas! p

H.4 Dicenteng apabiia PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat final (dak dgapsat oikraditkan dalam SPT Tahunan PPh Pihak yang dipotong/dlpungut).
H.5 Dicentang apablila PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang tersifatlidsk final (dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh Pihak yang dipotongidipungut).

A Pihak yang
Wafib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.
A+ Kotom Inl wajlb dilel dengan NPWP Pihak yang dipotoeng/dipunput. Dalam hal Pihak yang dipotong/dipungut adalah orang pribadl yang tidak memililk NPWR,
maka kolom inl gilsl dengen “00.000.000.0-000.0007.
A2 Wajb dilsl Nomer Induk Kependudukan (NIK) dalam hal Plhak yang dipotonp/dipungut adalah orang pribadl yang tidak memiliki NPWP,
A3 Diist dengan nama Pihak yang dipotong/ipungut .. Apabila kolom yang tersedia idak mencukupi, maka nama yang dilsikan dapat disesualkan.
B. Pajak yang
B.1  Dlisl dengan masa-tahun pajak sastlarutang PPh dengsn format penullsan mm-yyyy.
B.2 Dilsi sesual kode objek pajek, sesual dengan daftar kode objak pajak di formulir SPT (Lampiran 1).
B.3 Diisli dengan jumlah pengt bruto yang dasar mngan pajak
6.4 Ditsi dangan tanda silang (0 pada kotak, jtka yang dipetong adalah orang pribadi yang tigak memillki NPIWP.
int akan sanksf tanf pajak yang lebih tinggi 100% untuk objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23,
B.5 Dligl dengsn tanf pemotongan PPh. Conioh: tanf alas jase teknlk adalah 2% dila! dengan angka 2.
B.6 Dilsf dengan jumiah PPh yang terutang.
B.7 Dilsi dengan yang dasar p Bukk Uninkast antara lain Involce, Pengumuman, Surat Perjanfian, Buxti Pembayaran,
Akta Parikatan, Akta RUFPS. Surat Pemyataan. Tullskan nomor dan tanggsl dokumen referensi.
B.68 Dlisl dengan Faktur Pajak yang menjadi dassr penerbitsn Buktl Pemotongan/Pamungutan.
B.8 Dlisl dengan tanda ailang (X) pada kotak, d¢stam hal PPh yang ber 1 Surat Keterangan Bebas.
Tutiskan namor dan tanggal Surat Keterangan Bebas.
B.10 Diisl dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam ha! PPh Dl {DTP) dan dasar hukum DTP.
B.11 Diisi dengan Nomor Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2048 apabifa emungut PPh per ygutan
aturan tersebut.
B.12 Dlisl dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal objek pajak/subiek pajak/PPh diberikan fasllitas dan cantumkan peraturan yanp mengatur tentang hal tersebut.
c. PPh
C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong/Permungut PPh
C.2 Dilsl dengan nama Pemotong/fPemungut PPh.
C.3 Diisl gengan tanggal panerbitan Bukti Pemotongsn/Pemungutan Unifikaal dangan format penulisan dd-mm-yyyy .
C.4 Dilsi nama Wajit Pajakiwskil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.
C.5 Kode QR Ini e-Bupot. Untuk: kode ind dapat dilakukan dengan cara memindal GR code melalul telepon genggam yang memilik fitur
yang mendukung. Untuk PPh vang ditanggung pemerintah (DTP) harus berupa Pajak Pi Ditas ©TP).
Diberikan centang (V) pihak manakah yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang seharusnys fidak erutang atau proses apabila
pembatalan dalam pembuatan Buktl Pemolongan/Pemungutan Unifikasi yang gutan.
—
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2. Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar berbentuk Formulir Kertas untuk PPh Pasal 4 ayat (2), PPh
Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23

el
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PPh PASAL 16, PPh PASAL 22, FORMULIR BPEBS
/ DAN PPh PASAL 23
KEMENTERIAN KEUANGAN RI waonomor = [ | [ T T T T T 1T 11 ne || PPhFinsl
OIREKTORAT JENDERAL PAJAK w2 [ |Pembetulan Ke. __ 3 [___|Pembatatan ws || PPhTidek Finel

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A1 NPWP 1 L] CI 11 1 LT ] I T3
A2 NIk LT T T T T T TP T T T T T 1

A3 Nama :

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Keterangan Kode Objek Pajak

8.7 Dokumen Referensi: Nomor Dokumen I

Nama Dokumen | | Tangg LT oo [T Jom[ T T T Jowwr
8.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ade:
Nomor Faktur Pajak : | ] Tanggal l | Idd I I ]"""I I | | |YY.W
B.9 D PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tonggat [ [ e [ [ Jew[ ] T T lwwv
sao[__|epn ggung P: (DTP) b kan :
SSP atas PPh DTP but telah denganNTPM: [ [T T T T T T T T T T T T T T T

B.11[::’ PPh dalem ha! transaksl menggunakan Surat Keterangan berdasarken PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor:

B.12[:] PPh yang dipotong/dipungut diberikan fasilitas PPh berd: kan :

C. IDENTITAS PEMOTONGI/PEMUNGUT PPh

cA NPWR O] O ) T [ 1 11

C.2 Nama Wafjib Pajak :

€3 Tanggat s L oo [T Jem[ 11T T low

C.4 Name Penandatangan H

C.5 Tanda Tangan dan Cap :

C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan Ini sayar 1 bahwa Bukti Perr WP Jngutan Unifikas! telah saya isl dengan benar dan telah saya tandatangant secara
elekironik,
Apabily dalam per Bukti F emungutan Unifikasl yang menyebabkan kelsbihan pemotongant

pemungutan E‘Pn, rmaka atas Bukli Pemotongan/fPemungulan Linifikasi int akan diajukan:

l:' Pengemballan atas pajaKk yang tidak aeharusnya terutang oleh Pemotong/Pemungut PPh
|:| Pengembalian atas pajsak yang lidak seharusnya terutang oleh plhak yang dipotong/dipungut
[] Pemindshbukuan oteh PemotongiPamungut PPh

F ingkat Pengisian Bukt P

H, Baglan Header Formulir
H.1 Diisl dengan nomor Buktl Pemotongan/Pemungutan PPh, yaitu 10 dight yang menunjukkan nomor urut Bukti Pemotongan/Femungutan Unifikasl.

0 g PPh Pasal 4 ayat {2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23

Nomor urut Bukti P a fidak dalam hal perr Bukti P 'smungutan Unifkasl.
H2 Diisi dengan tanda gilang (X) pada kotak, jika Bulkti Per emungutan p dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka,
H.3 Diisl dengan tanda sllang (X} pada kotak, Jika Bukii Per Unifikasi N

H.4 Dicentang apablla PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat final {tidak dapat dikreditkan ¢atam SPT Tahunan PPh Plhak yang dipotong/dipungut).
H.5 Dicentang apabita PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPn yang bersifat idak final (dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh PInak yang dipotong/dipungut).
A Pihak yang Di
Wayib diiai dengan benar, lengkap dan jelas.
A1 Kolom ini wajlb ditst dengan NPWP Pihak yang dipotong/dipungut. Dalam hal Pihak yang dipotongidipungut adalah orang pribadi yang tidak memillitkd NPWP,
maka kolom int dilsi dengan “00.000.000.0-000.000°,
A2  Wajib dilsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hat Plhak yang dipotongidipungut adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP,
A3 Ditsi dengan nama Pihak yang dipotong/dipungut . Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi, maka nama yang dilsikan dapst disesualkan.
8. Pajak yanp
B.1 Diisl dengan masa-tahun palak saatterutang PPh dengan format penullsan mm-yyyy .
8.2 Diisi sesuai kode objek pajak, sesuai dengan dafter kode objek pajsk di formulir SPT (Lampiran I).
B.3 Diisi dengan jumtah penghasilan/penerimaan bruto yang menjadt dasar penghitungan pajak.
B.4 Diisi dengan tanda silang 00 pada kotak, jika yang dipotong adalab orang pribadi yang tidak memiliki NFAP.
Inl akan sanks| tarif pajak yang lebiti tinggl 100% untuk objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.
B.5 Diisi dengan tarf pemotongan PPh. Contoh: tarif atas jasa teknik adatah 2% diisi dengan angka 2.
8.6 Dilat dengan jumiah PPh yang terutang.

8.7 Dilst dengan 1 yang dasar Bukti P err Unifikasi amara tain Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Buki Pembayaran,
Alla Perikatan, Akta RUPS, Sural Pemnyataan, Tullskan nomar dan tanggal dokumen referensl.

B.8 Dlisl dangan Faktur Pajak yang menjadi dasar 1 Bukdtl F 0 Unifikasi

B8 DHsi dengan tanda sitang (X) pada kotak, datam hat PPh vang kan Surat pan Bebas.

Tuliskan nomor dan 1anggal Surat Keterangan Bebas.
B.10 Diisi dengan tanda sliang (X) pada kotak, datam hal PPh Ditanggung Pemerintah {DTP) dan cantumkan dasar hukum DTP.

B.11 Diisi dengan Nomor Surat Keterangan berdasarkan PP Nomar 23 Tahun 2018 apablia f emungut PRh pary gan/p ngutan
aturan tersebutl
B.12 Dils| dengan tanda silang () pada kotak, dalam hal objek pajak/PPh fasilitas dan cantumkan peraluran yang mengatur tentang hal terseput.
C. Pajak

C.1 Dlisl dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.

C.2 Diigi dengan nama Peamotong/Pemungut PPh,

C.3 Diisi dengan tanggal penerbitan Buldi Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan format penulisan dd-mm-yyyy .

C.4 Diisi nama Wajlb Pajakiwakit Wajib Pajak/kuasa Wajlb Pajak.

C.5 Diisi nama dan tanda tangan Walib Pajakiwakil Wajib Pa]ak/kuasa Wa)ib Pajak dan cap Pemotong/Pemungut PPh.

C.6 Diberikan centang (V) pihak manakah yang akan mengsjukan pengembyafian atas pajak yang seharusnya tidak terutang atau progses pemindahbukuan apabiia terdapat
dalam Buktt otongan/P 1 Unifikasi yang r
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PETUNJUK PENGISIAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR BERBENTUK DOKUMEN
ELEKTRONIK DAN FORMULIR KERTAS UNTUK PPh PASAL 4 AYAT (2),

Huruf H.1

Huruf H.2

Huruf H.3

Huruf H.4

Huruf H.5

PPh PASAL 15, PPh PASAL 22 DAN PPh PASAL 23

Diisi nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
Berformat Standar.

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal yang
dibuat merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi Berformat Standar Pembetulan dan diisi dengan
urutan pembetulan dalam angka.

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal yang
dibuat merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi Berformat Standar Pembatalan.

Diisi silang (X) pada kotak, dalam hal PPh yang
dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat final
(tidak dapat menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan
PPh pihak yang dipotong/dipungut).

Diisi silang (X) pada kotak, dalam hal PPh yang
dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat tidak
final (dapat menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh
pihak yang dipotong/dipungut).

A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong/Dipungut

Huruf A.1

Huruf A.2

Huruf A.3

Diisi dengan NPWP pihak yang dipotong atau dipungut
PPh. Dalam hal pihak yang dipotong atau dipungut PPh
belum memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan
“00.000.000.0-000.000”.

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pihak
yang dipotong atau dipungut PPh, dalam hal pihak yang
dipotong atau dipungut PPh merupakan orang pribadi
yang tidak memiliki NPWP.

Diisi dengan nama pihak yang dipotong atau dipungut
PPh sesuai dengan kartu NPWP atau kartu identitas.
Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi, maka

nama yang diisikan dapat disesuaikan.



-24-

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut

Kolom B.1

Kolom B.2 :

Diisi dengan Masa Pajak saat terutang PPh, dengan

format

penulisan

mm-yyyy. Contoh Masa Pajak

Januari 2021 ditulis 01-2021.

Diisi sesuai kode objek pajak sebagai berikut:

28-404-01

28-404-02

28-404-03

28-404-04

28-404-05

28-404-06

28-404-07

28-404-08

28-404-09

28-404-10

28-404-04
28-401-01

28-401-02

Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan
di dalam negeri;

Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan
di dalam negeri (mata uang IDR bersumber
dari Devisa Hasil Ekspor (DHE)
tenor 1 bulan);

Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan
di dalam negeri (mata uang IDR bersumber
dari DHE tenor 3 bulan);

Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan
di dalam negeri (mata uang IDR bersumber
dari DHE tenor 6 bulan atau lebih);

Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan
di dalam negeri (mata uang USD bersumber
dari DHE tenor 1 bulan);

Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan
di dalam negeri (mata uang USD bersumber
dari DHE tenor 3 bulan);

Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan
di dalam negeri (mata uang USD bersumber
dari DHE tenor 6 bulan);

Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan
di dalam negeri (mata uang USD bersumber
dari DHE tenor lebih dari 6 bulan);

Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan
di luar negeri;

Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;

Jasa giro;

Bunga/diskonto obligasi dan Surat Berharga
Negara (Wajib Pajak Dalam Negeri);
Bunga/diskonto obligasi dan Surat Berharga

Negara (Wajib Pajak Luar Negeri);



28-407-01
28-406-01

28-408-01

28-402-04

28-403-01

28-405-01

28-409-08

28-409-09

28-409-10

28-409-11

28-409-12

28-409-13

28-409-14

28-417-01

28-417-02

28-419-01

28-423-01

28-410-02

-25-

Transaksi penjualan saham (saham pendiri);
Transaksi penjualan saham (bukan saham
pendiri);
Transaksi penjualan saham milik
Perusahaan Modal Ventura;

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan;

Persewaan tanah dan/atau bangunan;
Hadiah undian;

Jasa konstruksi berupa jasa perencanaan
konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha);

Jasa konstruksi berupa jasa perencanaan
konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usahal);

Jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan
konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil);

Jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan
konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah dan
Besar);

Jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan
konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha);

Jasa konstruksi berupa jasa pengawasan
konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha);

Jasa konstruksi berupa jasa pengawasan
konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usahal);

Bunga simpanan yang dibayarkan oleh
Koperasi kepada anggota Wajib Pajak Orang
Pribadi (bunga
Rp240.000,00);

Bunga simpanan yang dibayarkan oleh

sampai dengan

Koperasi kepada anggota Wajib Pajak Orang
Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00);
Dividen yang diterima/diperoleh Wajib Pajak
Orang Pribadi dalam negeri;

Transaksi dengan Wajib Pajak yang
menggunakan tarif Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2018;

Imbalan yang dibayarkan/terutang kepada



28-411-02

28-421-03
28-421-04

28-421-05

22-100-01

22-100-02

22-100-03

22-100-04

22-100-05

22-100-06

22-100-07

22-100-08

22-100-09

22-100-10

22-100-11

-26-

perusahaan pelayaran dalam negeri;
Imbalan Charter Kapal Laut dan/atau
Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang
kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau
Penerbangan Luar Negeri melalui BUT;

Uplift Hulu Migas;

FParticipating Interest Eksplorasi Hulu Migas
secara langsung

Participating Interest Eksploitasi Hulu Migas
secara langsung;

Nilai impor DJBC dan Bank Devisa yang
dikenakan tarif 10%;

Nilai impor DJBC dan Bank Devisa yang
dikenakan tarif 7,5%;

Nilai impor DJBC dan Bank Devisa yang
dikenakan tarif 0,5%;

Nilai impor DJBC dan Bank Devisa dengan
API;

Nilai impor DJBC dan Bank Devisa dengan
non-API;
Pembelian barang oleh BUMN/Badan
tertentu yang ditunjuk;

Penjualan hasil produksi kepada distributor
di dalam negeri oleh badan usaha/industri
tertentu (Industri Semen);

Penjualan hasil produksi kepada distributor
di dalam negeri oleh badan usaha/industri
tertentu (Industri Baja);

Penjualan hasil produksi kepada distributor
di dalam negeri oleh badan usaha/industri
tertentu (Industri Otomotif);

Penjualan hasil produksi kepada distributor
di dalam negeri oleh badan usaha/industri
tertentu (Industri Farmasi);

Penjualan hasil produksi kepada distributor
di dalam negeri oleh badan usaha/industri

tertentu (Industri Kertas);



22-100-12

22-100-13

22-100-14

22-100-15

22-100-16

22-100-17

22-100-18

22-100-19

22-401-01

22-100-20

22-401-02

22-100-21

22-100-22
22-403-01

24-101-01

-27-

Penjualan kendaraan bermotor di dalam
negeri oleh ATPM, APM dan Importir Umum
kendaraan bermotor;

Pembelian oleh Badan Usaha berupa
komoditas tambang batubara, mineral logam
dan mineral bukan logam dari Badan atau
Orang Pribadi pemegang IUP

Penjualan emas batangan di dalam negeri
oleh Badan Usaha;

Pembelian bahan hasil kehutanan oleh
Badan Usaha industri/eksportir;

Pembelian bahan hasil perkebunan oleh
Badan Usaha industri/eksportir;

Pembelian bahan hasil pertanian oleh Badan
Usaha industri/eksportir;

Pembelian bahan hasil peternakan oleh
Badan Usaha industri/eksportir;

Pembelian bahan hasil perikanan oleh
Badan Usaha industri/eksportir;

Penjualan BBM dan BBG oleh Pertamina
atau anak perusahaan Pertamina kepada
SPBU/Agen/Penyalur (final);

Penjualan BBM dan BBG oleh Pertamina
atau anak perusahaan Pertamina kepada
pihak lain (tidak final);

Penjualan BBM dan BBG oleh Badan Usaha
Selain Pertamina atau anak perusahaan
Pertamina SPBU/Agen/Penyalur
(final);

Penjualan BBM dan BBG oleh Badan Usaha

Selain Pertamina atau anak perusahaan

kepada

Pertamina kepada pihak lain (tidak final);
Penjualan pelumas oleh importir/produsen;
Penjualan barang yang tergolong sangat
mewah;

Dividen tidak termasuk dividen kepada

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;
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Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi
objek PPh Pasal 4 ayat (2);

Royalti;

Hadiah, penghargaan, bonus dan lainnya
selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat
(1) huruf e UU PPh;

Sewa dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta kecuali sewa
tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh
Pasal 4 ayat (2) UU PPh;

Jasa Teknik;

Jasa Manajemen;

Jasa Konsultan;

Jasa penilai (appraisal);

Jasa aktuaris;

Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi
laporan keuangan;

Jasa hukum;

Jasa arsitektur;

Jasa perencanaan kota dan arsitektur
landscape;

Jasa perancang (design);

(drilling) di
penambangan minyak dan gas bumi (migas)
kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha
Tetap (BUT);

Jasa penunjang di bidang usaha panas

Jasa pengeboran bidang

bumi dan penambangan minyak dan gas
bumi (migas);
Jasa penambangan dan jasa penunjang di

usaha

penambangan minyak dan gas bumi (migas);

bidang panas bumi dan
Jasa penunjang di bidang penerbangan dan
bandar udara;

Jasa penebangan hutan;

Jasa pengolahan limbah;

Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga
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ahli (outsourcing services);

Jasa perantara dan/atau keagenan;
Jasa bidang perdagangan surat-surat
berharga, kecuali yang dilakukan Bursa
Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia
(KSEI) Kliring Penjaminan Efek
Indonesia (KPEI);

Jasa

dan

kustodian/penyimpanan/penitipan,
kecuali yang dilakukan oleh KSEI;

Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau
sulih suara;

Jasa mixing film;

Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan,
poster, foto, slide, klise, banner, pamphlet,
baliho dan folder;

Jasa sehubungan dengan software atau
hardware atau sistem komputer, termasuk
perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan
website,

Jasa internet termasuk sambungannya;

Jasa penyimpanan, pengolahan dan/atau

penyaluran data, informasi, dan/atau
program;

Jasa instalasi/ pemasangan mesin,
peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC

dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan
oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di
izin

bidang konstruksi dan mempunyai

dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha
konstruksi;
Jasa  perawatan/perbaikan/pemeliharaan

mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas,
AC dan/atau TV kabel, selain yang
dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang
lingkupnya di

bidang konstruksi dan

mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai
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pengusaha konstruksi;
Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat
transportasi darat;

Jasa maklon;

Jasa penyelidikan dan keamanan;

Jasa penyelenggara kegiatan atau event
organizer;

Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu
dalam media massa, media luar ruang atau
media lain untuk penyampaian informasi,
dan/atau jasa periklanan;

Jasa pembasmian hama;

Jasa kebersihan atau cleaning service;

Jasa sedot septic tank;

Jasa pemeliharaan kolam;

Jasa katering atau tata boga;

Jasa freight forwarding;

Jasa logistik;

Jasa pengurusan dokumen;

Jasa pengepakan;

Jasa loading dan unloading;

Jasa laboratorium dan/atau pengujian
kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau
institusi pendidikan dalam rangka penelitian
akademis;

Jasa pengelolaan parkir;

Jasa penyondiran tanah;

Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
Jasa pemeliharaan tanaman;

Jasa permanenan;

Jasa hasil

pengolahan pertanian,

perkebunan, perikanan, peternakan
dan/atau perhutanan;

Jasa dekorasi;

Jasa pencetakan/penerbitan;

Jasa penerjemahan;
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24-104-56 Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang
telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang
Pajak Penghasilan;

24-104-57 Jasa pelayanan pelabuhan;

24-104-58 Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;

24-104-59 Jasa pengelolaan penitipan anak;

24-104-60 Jasa pelatihan dan/atau kursus;

24-104-61 Jasa pengiriman dan pengisian uang ke
ATM;

24-104-62 Jasa sertifikasi;

24-104-63 Jasa survey,

24-104-64 Jasa tester;

24-104-65 Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang

pembayarannya dibebankan pada APBN

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

atau APBD (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah).

Diisi dengan dasar pengenaan pajak. Diisi angka nol “0”

dalam hal penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan

Unifikasi Berformat Standar Pembatalan.

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam hal pihak

yang dipotong dan/atau dipungut tidak memiliki NPWP.

Diisi dengan tarif pemotongan atau pemungutan pajak.

Contoh tarif atas jasa teknik adalah 2%, maka

kolom tarif diisi 2.

Diisi dengan nilai PPh yang dipotong/dipungut/

ditanggung Pemerintah (DTP).

Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan

Bukti

Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat

Standar, antara lain invoice, pengumuman, surat

perjanjian, bukti pembayaran, akta perikatan, akta RUPS,
surat pernyataan, serta mencantumkan nama, nomor,

dan tanggal dokumen referensi

pada kolom yang
disediakan.
Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan

Bukti

Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat

Standar yang berupa Faktur Pajak, serta mencantumkan
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nomor dan tanggal Faktur Pajak pada kolom yang
disediakan.

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam hal PPh
yang dipotong/dipungut dibebaskan berdasarkan Surat
Keterangan Bebas, serta mencantumkan nomor dan
tanggal Surat Keterangan Bebas pada kolom yang
disediakan.

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam hal PPh
ditanggung Pemerintah (DTP), serta mencantumkan dasar
hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan
Negara (NTPN) dari SSP atau sarana administrasi lain
yang dipersamakan dengan SSP pada tempat yang
tersedia.

Diisi dengan nomor Surat Keterangan PP No. 23
Tahun 2018 dalam hal bertransaksi dengan Wajib Pajak
dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam PPh yang
dipotong atau dipungut diberikan fasilitas serta
mencantumkan dasar hukum pemberian fasilitas PPh

pada tempat yang tersedia.

C. Identitas Pemotong/Pemungut PPh

Huruf C.1
Huruf C.2
Huruf C.3

Huruf C.4

Huruf C.5

Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.

Diisi dengan nama Pemotong/Pemungut PPh.

Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan/
Pemungutan Unifikasi Berformat Standar, dengan format
penulisan dd-mm-yyyy.

Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib
Pajak selaku Pemotong/Pemungut PPh yang
menandatangani Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi.

Untuk  Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
berbentuk formulir kertas, maka diisi tanda tangan basah
oleh pihak pada Huruf C.4 dan dibubuhkan cap apabila
Pemotong/Pemungut PPh merupakan Wajib Pajak Badan.
Untuk  Bukti Pemotongan/Pemungutan = Unifikasi
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berbentuk Dokumen Elektronik, akan ditampilkan
kode QR. Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot
Unifikasi. Untuk memverifikasi kode ini dapat dilakukan
dengan cara memindai kode QR melalui telepon genggam
yang memiliki fitur yang mendukung.

Diberikan tanda centang (V) di salah satu pilihan
pengajuan kelebihan pemotongan/pemungutan apabila
terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan

kelebihan pemotongan/pemungutan.
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3. Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat

Standar berbentuk Dokumen Elektronik untuk PPh Pasal 26

arma staples

oy ‘o
WITHHOLDING TAX RECEIPT
ARTICLE 26
MINISTRY OF FINANCE OF THE FORMULIR BE26
REPUBLIC OF INDONESIA o Numbor = | [ | | | | [
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES ~ |H2 D Amended Recelpt H,3| |Annuiment

A. INCOME RECIPIENT
A1 TIN :
A.2 Texpayer's Name :
A3 Address H
A4 Country : A5 Date of Birth : LI Jaa[ [ Jom[ T T T Jww
A6 P Number : A7 KITASIKITAP Number :

B. INCOME TAX WITHHELD
" S ATt

Tax Cbject's Code tnformation :

8.7 Ref s D s Numb
Document's Name ] Date: I I Idd l | |'"'“L l I I IY!IW
B.8 Refi D for Tax Invoi
Tax Ilnvoice Number : i | Date: I | Idd I [ ]""“l | I ] |WYV
B9 D income Tax Art. 26 Is withheld at a rate stipulated In Double Tax Ag The red d withholding tax rate Is based on submitted Certificate of
Domicile with receipt number [ l ldd | I l""'ll | I l Imv
B.10 D Income Tax Art. 26 is borned by the Government based on refs i L
State R Transaction Numbar (NTPN SSP): L L I T T T T T T T T 7T T 7 11

B.11 |:| Taxable income/tax subject/tax withheld is given tax income incentive based on
C. WITHHOLDING AGENT

c.4 TN 1) 111 1] & 1T 11T

C.2 Texpayer's Name :

C.3 Date of Issuance H ] | Idd { I Imm [ I I I Im,
C.4 Signatorys Name :
C.5 Tax Payers Statement H 1 hereby declare that the unified withholding tax receipt has been comrectly fillad and electronically signed.

For any error in the filing or cancellation of the unified withholding tax recelpt that generating an excess of the income 1ax withheld, the excess
of the income tax withheld will be requested for:

[ ] retunanywithhotcing Tax agent
[] retunc bytncome Reciptent
D pook balance transfer by Witttholding Tax Agent

Underthe g tax 1aw and DI General of Taxes thatthis Tax Recelpt Is valid and wet signature ts unrequired. This Withholding Tax
Receipt has been electronically signed

Petunjuk Singkat Bukti Pemotongan PPh Pasal 26

H. Bagian Header Formulir
M.1 Diisi dengan namor Buktl Pamolongan PPh Pasal 26, yaltu 10 digit nomor urut Bukti Pemotengan/Pemungutan UnHikasi.
Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tidak datam hal Bukii Per Unifikasi.
H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kolak. jika merupakan Bukii Pemotongan pembstulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.
H.3 Dlist dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukll Femotongan pembatalan.
A, Pihak yang R
Wajit dilst dengan benar, lengkap dan jelas.
At Dilsi dengsn Tax ID Number penerima penghasilan yang dipotong atau nomor identitas lain sesual kelaziman,
A2 Diisi dengan nama Pthak yang dipotong/dipungut.
A3 Dilsi dengan alamat Pihak yang dipatong/dipungut di negara asal.
A3 Diisi dengan negara asal Fihak yang dipotong/dipungut,
A5 Diigl dengan tanggal Iahir Pihak yang dipotong/dipungut, dalam hal Plhak orang pribadi.
A8 Diisi dengan nomor paspor Pihak yang dipotang/dipungut, dalam hal Pihak orang pribadi.
A7 Dilsi dengan nomor KITASAITAP Pihak yang dipotong/dipungut, dalam hal Pihak orang pritadi.
B. Pajak yang [ Tax v
B.1 Diist dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 26, dengan format penulisan mm-yyyy
B.2 Dilsi sesual kode objek PPh Pazal 26 sebagal barlkut.

27-100-01 Sewa dan penghaslian laln sehubungan 2710101 Dhviden;
dengan penggunaan harta; 27-102-01 Bunga;
Z7-100-02 Hadlah dan penghargaan; 27-102-02 Premi swap dan transakstilndung nllai 1alnnya;
27-100-03 Pensiun dan pembayaran berkala lainnya; 27-103-01 Royalti;
27-100-04 gan karena p b utang; 27-104-01 imbalan sehubungan dengan jasza, pekarjaan dan kegiatan;
27-100-05 Penjualan/pengatihan harta di Indonesia; 27-105-01 Penghastian Kena Pajak BUT setelah pajak.
27-100-06 Prem| agsuransifreasuranst; 27-100-99 PegawalfPemberl JasafPeserta Kegiatan/Penerima Pensiun Berkala sebagal
27-100-07 Per dari atau 1an saham, Subjek Pajak Lvar Neger)

B.3 Dilsi dengan jurmiah penghasilan bruto.

B.4 Diisi dengan perkiraan penghasilan neto.

B.5 Dlist dengan tarlf pemotongan pajak. Contoh tarif atas dividen adalah 20% maka penulisan taritnya yaitu 20.

B.6 Diisi dengan jumtah PPh Pasal 25 yang terutang, PPhyang pernerintah {DTP} dalam hal mendapat fasilitas tersebu.

B.7 Diisi dangan yang | dasar bitan Bukti Pernotongan antara fain Faktur Pajak, Involce, Pengumuman, Surat Perjanjtan, Bukll Pembayaran, Akta Perlkatan,
Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomeor dan tanggal dokumen referensi.

B.8 Dlisi dengan Fakiur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan

B.9 Diisl dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 26 yang dihitung tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda {P3B) serla cantumkan
{anda terima SKD WPLN keluaran dari Aplikasi e-SKD dan cantumkan langgal berakhimya SKD WPLN tersebut.

.10 Diigi dengan tanda sitang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 26 Ditanggung Par {DTP} sarta cant " dasar hukum pemberan DTP.

B.11 Diisi dengan tanda silang (X} pada kotak, dalam hal objek paj j Ph diberikan dan cantumkan peraturan yang mengatur tentang hat tersebut.

L. PPh ( Agent)

C.1 Dligl dengan NPWF Pemoteng/Pamungut PPh.

C.2 Diisi dengan nama Pemotong/Pemungut PPh,

€.3 Dlisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan FPh Pasal 28, dengan format penullsan dd-mm-yyyy .

C.4 Diist nama Wajlb Paj Wajlb P Walib Fajak selaku Pemolong/Pemungut PPh,

C.5 Kede QR Ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai kode QR melalui telepon genggam yang memilikl fitur
yang mendukung.

Diberikan centang (V) pihak manakah yang akan mengajukan pengembdalian alas pajak yang seharusnya tidak terutang apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti
Pemotengan PPh Pasal 26 yang meny 1gan
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4. Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat

Standar berbentuk Formulir Kertas untuk PPh Pasal 26

area staples

—
WITHHOLDING TAX RECEIPT
ARTICLE 26
MINISTRY OF FINANCE OF THE FORMULIRIBE2G
REPUBLIC OF INDONESIA Hamember - [ [ [T T [ [ T [ T ]
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES |H2 [ ] Amended Recelpt H.3 [ Annutmen
A. INCOME RECIPIENT
A1 TIN :
A.2 Taxpayer's Name : -
A.3 Address H
A4 Country : A5 Dateof Birth : LT Jaa [T Jom[ T T T Jwwr
A.6 Passport Numb H A7 KITAS/KITAP Number :

Tax Objecf's Code Information :

B.7 o D 's Numb [ 1]
Document's Name [ | pate: [T Jao [ [ Jmm[ T T [ Jyyyy
B.8 Ref D for Tax 1 !
Tax Involce Numbaer : | Date: [ | |dd | | Imml ] I I IYYW
B.9 D Income Tax Art. 26 is withheld at a rate stipulated in Double Tax Agreement. The reduced withholding tax rate is based on submitted Certificate of
Domicile with recelp [T Jea L1 Jew[ T_T_T oy
B.10l:| Income Tax Art. 26 is borned by the Government based on d. b
State R i fon Number (NTPN SSP): L I T I T T T 7T T T 7T T 7T 7711
B.11[__| Taxable | #tax subject/tax withheld Is given tax Income Incentive based on

€. WITHHOLDING AGENT

€A TN 1] LI 1T 171 117 O 111 111

.2 Taxpayer's Name

€.3 Date of Issuance : I I |dd | I I““"‘[ | I l

C.4 Signatory’s Name =
€.5 Signature’s name and Stamp:
|
C.6 Pemyataan Waijib Pajak H I hereby dectare that the unifled withholding tax recelpt has been correctly filled and electronically signed.
For any errar In the filing or car ofthe unifled witt tax receipt that generating an excess of the income 1ax withheld, the excess

of the Incame tax withheld will be requested for:
refund by Withholding Tax Agent

| refund by Income Recipient
l book transfer by ing Tax Agent

Petunjuk Singkat Bukti Pemotongen PPh Pasal 26

K. Baglan Header formutir
H.1 Dits| dengan nomor Bukll Pemotongan PPh Pasal 26, valtu 10 dight nomer urut Bukli PemotonganPemungutan Unifikasi,

Nomor Bukti Per stan L tidak berubah datam hal pembetulan/p Bukti Per Unil
H.2 Diisi dengan tanda sitang (X} pada kotak, jika merupskan Bukti Pemotongan p dan urutan dengan angka.
H.3 Diis] dengan tanda sliang () pada kotak, jlka merupakan Bukli Pemotongan pembatalan.
A Pihak yang [
Wajib ditsi dengan bener, lengkap dan felaa,
A1 Dlisl dengan Tax 1D penerima p yang dipotong atau nomor idemtitas |ain sesual kelaziman.

A2 Diisl dengan nama Pihak yang dipetocng/dipungut.

A3 Dilisi dengan alamat Plhak yang dipolong/dipungut di negara asal.

A4 Dilsl dengan negara asal Plhak yang dipotongidipungut.

A5 Dilsi dengan tanggal lahir Pihak yang dipoteng/dipungut, dalam hal Pihak orang pribadi.

A8 Diisl dengan nomor paspor Pihak yang dipotong/dipungut, dalam hal Pihak orang pribadi.

A7 Olist dengan nomor KITAS/KITAP Pihak yang dipotongfdipungut, dalam hal Plhak orang pribadl.

B. Pajak yang Tax /]

B.1 Dlisi dengan tahun pajak saat PPh Pasal 2§, dengan format penulisan mm-yyvy

B.2 Diisi sesual kode objek PPh Pasal 26 sebagal berikut:
27-100-01 Sewa dan penghasiian aln sehubungan 27-101-01 Dhaden;

dengan penggunaan harta; 27-102-01 Bunga;

27-100-02 Hadiah dan penghargaan; 27-102-02 Premi swap dan transaksi lindung nilat tainmya;
27-100-03 Pensiun dan pembayaran berkala 1ainnya; 27-103-01 Royalti;
27-100-04 K karena p utang; 27-104-01 Imbsaian sehubungan dengan jaga, pekerjaan dan kegiatan;
27-100-05 Fenjualan/pengalihan harta di Indonesla; 27-105-01 Penghasiian Kena Pajak BUT setelabh pajak.
27-100-06 Promi asuransireasuransi; 27-100-89 Pegawsai/Pamberi JasalPeserta Kegiatan/Penerima Pensiun Berkala sebagai
27-100-07 f dari [ atau saham, Subjek Pajak Luar Neger

B.3 Disl dengan jumiah penghasiian bruto.

B.4 Diisi dengan perkiraan penghasilan neto,

8.5 Diisl dengan tarif pemotongan pajak. Contoh tarif atas dividen adalah 20% maka penullsan tarifnya yaltu 20.

B.6 Diisl dengan jumiah PPh Pasal 26 yang terutang, termasuk PPh yang ditangggung pemaerintah (DTP) dalam hal mendapat fasHitas tersebut.

B.7 Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukfi Pemotongan antara Tain Faktur Pajak. Invoice, Pengumuman, Surat Parjanjian, Bukii Pembayaran, Akia Perikatan,
Akta RUPS, Surat Pemnyataan, Tullskan nomor dan tanggs! dokumen referensi

8.8 Dils) dengan Faltur Pajak yang menjadl dasar penerbitan Buktl Pemotongan/Pemungutan

B.g Diis) dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 28 yang di kan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) senta cantumkan
tanda terima SKD WPLN keluaran dari Aplikasi e-SKD dan tanggal nya SKD WPLN tersebut.
B.10 Dlisi dengan tanda sllang (0 pada kotak. dalamt hal PPh Pasal 256 Ditanggung Pemerintah (DTF) serta cantumkan dasar hukum p DTP dan nomarfr
penerimaan negars (NTPN).
B.11 Dlisi dengan tanda sitang (X} pads kotak, dalam hal objek pajak/PPh i dan cantumkan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.
C. PPh ( Ageny)

C.1 Dlisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.
C.2 Diist dengsn nama PemotongPemungut PPh,
C.3 Dlisl dengan tanggal pembuatan Buktl Pemoctongan/Pemungutan PPh Pasal 26, dengan format penullsan dd-mm-yyyy .

C.4 Diisl nama Wajib Paj: Wajib Paj; Wajib Pajak selaku PematongPemungut PPh,
C.5 Dlisitanda tangan dan cap Wajib Paj; il Vwajib Paj Wafth Pajak selaku Pematong/Pemungut PPh.
Cb6 Di V) plhak rr yang akan mengalukan pengembalian atas pajak yang seharusnya fidak terutang apabita terdapat kesalahan datam pembuatan Bukit

Pemolongan PPh Pasal 26 yang r y
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR BUKTI

PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR
BERBENTUK DOKUMEN ELEKTRONIK DAN FORMULIR KERTAS

Huruf H.1

Huruf H.2

Huruf H.3

UNTUK PPh PASAL 26

Diisi nomor Bukti Pemotongan Bukti Pemotongan/
Pemungutan Unifikasi Berformat Standar.

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal yang
dibuat merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi Berformat Standar Pembetulan dan diisi dengan
urutan pembetulan dalam angka.

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal yang
dibuat merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan

Unifikasi Berformat Standar Pembatalan.

A. Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut (Income Recipient)

Huruf A.1

Huruf A.2

Huruf A.3

Huruf A.4

Huruf A.5

Huruf A.6

Huruf A.7

Diisi dengan Tax Identification Number atau identitas
perpajakan lainnya milik pihak yang dipotong/dipungut
PPh Pasal 26.

Diisi dengan nama pihak yang dipotong/dipungut
PPh Pasal 26.

Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya di negara atau
yurisdiksi tempat pihak yang dipotong/dipungut PPh
Pasal 26 terdaftar sebagai wajib pajak.

Diisi dengan di negara atau yurisdiksi tempat pihak yang
dipotong/dipungut PPh Pasal 26 terdaftar sebagai wajib
pajak.

Diisi dengan tanggal lahir pihak yang dipotong/dipungut
PPh Pasal 26, dalam hal pihak yang dipotong/dipungut
merupakan orang pribadi.

Diisi dengan nomor paspor pihak yang dipotong/dipungut
PPh Pasal 26, dalam hal pihak yang dipotong/dipungut
merupakan orang pribadi.

Diisi dengan nomor Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)
atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) pihak yang
dipotong/dipungut PPh Pasal 26, dalam hal pihak yang
dipotong/dipungut merupakan orang pribadi.
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B. Pajak Penghasilan yang Dipotong (Income Tax Withheld)

Kolom B.1

Kolom B.2

Kolom B.3

Kolom B.4

Kolom B.5

Kolom B.6

Kolom B.7

Diisi dengan Masa Pajak saat terutang PPh Pasal 26,

dengan format penulisan mm-yyyy. Contoh Masa Pajak
Januari 2021 ditulis 01-2021.

Diisi sesuai kode objek pajak sebagai berikut:

27-101-01 Dividen;

27-102-01 Bunga;

27-103-01 Royalti;

27-100-01 Sewa dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta;

27-104-01 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan
dan kegiatan,;

27-100-02 Hadiah dan penghargaan;

27-100-03 Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

27-102-02 Premi swap dan transaksi lindung nilai
lainnya;

27-100-04 Keuntungan karena pembebasan utang;

27-100-05 Penjualan atau pengalihan harta di
Indonesia;

27-100-06 Premi asuransi/reasuransi;

27-100-07 Penghasilan dari penjualan atau pengalihan
saham;

27-105-01 Penghasilan Kena Pajak Bentuk Usaha Tetap
setelah pajak;

27-100-99 Pegawai/Pemberi Jasa/Peserta Kegiatan/

Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.
dalam hal

nol “O”

Penerima Pensiun Berkala sebagai Wajib
Pajak Luar Negeri.
Diisi angka

penerbitan Bukti Pemotongan/

Pemungutan PPh pasal 26 Pembatalan.

Diisi dengan perkiraan penghasilan neto.

Diisi dengan tarif pemotongan pajak. Contoh tarif atas

dividen adalah 20% maka penulisan tarifnya yaitu 20.

Diisi

dengan

jumlah PPh Pasal 26

yang

dipotong/dipungut.

Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Berformat



Kolom B.8

Kolom B.9

Kolom B.10:

Kolom B.11:
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Standar, antara lain invoice, pengumuman, surat
perjanjian, bukti pembayaran, akta perikatan, akta RUPS,
surat pernyataan, serta mencantumkan nama, nomor,
dan tanggal dokumen referensi pada kolom yang
disediakan.

Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan
Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar yang berupa Faktur Pajak, serta mencantumkan
nomor dan tanggal Faktur Pajak pada kolom yang
disediakan.

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam hal
PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian
Penghindaran Pajak Berganda serta mencantumkan
nomor tanda terima Surat Keterangan Domisili (SKD)
Wajib Pajak luar negeri berdasarkan Aplikasi e-SKD dan
mencantumkan tanggal berakhirnya SKD tersebut.

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal
PPh Pasal 26 ditanggung Pemerintah (DTP) serta
mencantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor
Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari SSP atau
sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP
pada tempat yang tersedia.

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam PPh yang
dipotong diberikan fasilitas serta mencantumkan dasar
hukum pemberian fasilitas PPh pada tempat yang

tersedia.

C. Identitas Pemotong/Pemungut PPh (Withholding Agent)

Huruf C.1
Huruf C.2
Huruf C.3

Huruf C.4

Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.

Diisi dengan nama Pemotong/Pemungut PPh.

Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar,
dengan format penulisan dd-mm-yyyy.

Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib
Pajak selaku Pemotong/Pemungut PPh yang
menandatangani Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi.



Huruf C.5
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Untuk  Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
berbentuk formulir kertas, maka diisi tanda tangan basah
oleh pihak pada Huruf C.4 dan dibubuhkan cap apabila
Pemotong/Pemungut PPh merupakan Wajib Pajak Badan.
Untuk  Bukti Pemotongan/Pemungutan  Unifikasi
berbentuk Dokumen Elektronik, akan ditampilkan
kode QR. Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot
Unifikasi. Untuk memverifikasi kode ini dapat dilakukan
dengan cara memindai kode QR melalui telepon genggam
yang memiliki fitur yang mendukung.

Diberikan tanda centang (V) di salah satu pilihan
pengajuan kelebihan pemotongan/pemungutan apabila
terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan

kelebihan pemotongan/pemungutan.



-40-

B. TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
UNIFIKASI

B.1. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

1.

Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk

formulir kertas

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk formulir kertas

dibuat dengan format yang dapat dibaca mesin pemindai (scannen,

untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. jika Pemotong/Pemungut PPh membuat sendiri formulir Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi ini, berilah tanda m (segi empat
hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen
dapat dipindai (scan);

b. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar
menggunakan ukuran kertas A4 (8,27 x 11,69 inch) dengan berat
minimal 70 gram;

c. kertas tidak boleh dilipat atau kusut;

d. sebelum melakukan pengisian, agar terlebih dahulu membaca Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;

e. pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat
dilakukan dengan menggunakan tulisan tangan atau mesin ketik
atau mesin komputer dan huruf kapital serta tinta hitam,;

kolom-kolom identitas yang terdapat dalam Bukti Pemotongan/

Pemungutan Unifikasi wajib diisi oleh Pemotong/Pemungut PPh, wakil

Pemotong/Pemungut PPh atau kuasa Pemotong/Pemungut PPh secara

benar, lengkap, dan jelas.

Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk
Dokumen Elektronik

Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar dapat dilakukan dengan cara mengisi langsung pada Aplikasi
e-Bupot Unifikasi (key-in) atau dengan cara memindahkan file ke dalam
Aplikasi e-Bupot Unifikasi (impor data).

Aplikasi e-Bupot Unifikasi disediakan melalui laman DJP Online
(www.djponline.go.id) dan saluran tertentu yang ditetapkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meliputi Penyedia Jasa Aplikasi
Perpajakan dan Host to Host (H2H). Host to Host adalah saluran

khusus yang disediakan untuk Wajib Pajak tertentu sesuai dengan
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Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Prasyarat Penggunaan Aplikasi e-Bupot Unifikasi

Pemotong/Pemungut PPh harus memenuhi syarat:

a.
b.

C.

memiliki EFIN untuk menggunakan akun DJP Online;

memiliki Sertifikat Elektronik untuk menyampaikan SPT Masa
PPh Unifikasi; dan

ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pemotong/Pemungut PPh yang telah memiliki Sertifikat Elektronik dari

DJP tidak perlu melakukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat

Elektronik sepanjang masih berlaku.

Penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar

a.

Struktur Penomoran

Penomoran terdiri dari 10 digit dengan rincian sebagai berikut:

Kode Kode Nomor Seri
Dokumen Seri

i Ay : 1
X YY ZZZZZZZ

Kode Dokumen diisi sebagai berikut:

Kode Dokumen Keterangan
1 berbentuk formulir kertas
2 berbentuk Dokumen Elektronik

Kode Seri diberikan secara berurutan dari 01 sampai dengan 99.
Fungsi kode ini ialah untuk menandai nomor wurut Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar. Apabila
nomor 01 sampai dengan 99 telah terpakai, nomor berulang kembali
ke O1.

Nomor Seri diberikan secara berurutan dari 0000001 sampai
dengan 9999999 dalam 1 (satu) tahun kalender (dari 1 Januari s.d.
31 Desember). Apabila tahun kalender telah berganti, nomor
dimulai lagi dari nomor 0000001 dengan nomor seri dengan

nomor 0O1.
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Apabila persediaan nomor untuk Kode Seri 01 dengan Nomor
Seri 9999999 telah  digunakan, maka nomor Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar selanjutnya
menggunakan Kode Seri nomor 02 dan Nomor Seri dimulai kembali
dari 0000001. Apabila penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi Berformat Standar telah menggunakan Kode Seri 02 dan
Nomor Seri 9999999, maka penomoran dilanjutkan dengan Kode
Seri 03 dan Nomor Seri 0000001, dan seterusnya.

Pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk Dokumen
Elektronik, nomor pada bukti pemotongan/pemungutan diberikan
secara otomatis oleh sistem (auto generated). Sedangkan pada Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk formulir kertas maka
penomoran diberikan secara berurutan oleh Pemotong/Pemungut
PPh dan mengikuti ketentuan penomoran sebagaimana dimaksud di

atas.

Ketentuan Penomoran

1) Nomor Seri diberikan secara berurutan walaupun jenis PPh
berbeda
Contoh 1:

‘Pada tanggal 15 Januari 2021, PT BANGUN PERSADA JAYA
menyewa (carter)* pesawat dari P’I‘ FLAMINGO AIRLINES ‘yang.
merupakan periisahaan penerbangan dalam ‘negeri - sebesar:
'Rp360.000.000,00, yang akan digunakan dalam penerbangan
Jakarta-Papua. Ini adalah transak31 pemotongan PPh Pasal 15
pertama di tahun 2021.

Meskipun Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi untuk
PPh Pasal 15 baru diterbitkan® pertama kall pada tahun 2021,
namun nomor yang -digunakan adalah kelanjutan dari nomor
sebelumnya. Nomor yang telah d1terb1tkan 1010000001
1010000002; dan 1010000003 telah dlgunakan untuk jenis’
PPh lain. Karena itu, PT" BANGUN PERSADA JAYA harus
membuat Bukti Pemotongan/ Pemungutan Umﬁka31 Berformat'\
Standar atas transaksi tersebut dengan noror- 1010000004

2) Satu Nomor untuk Satu Wajib Pajak, Satu Kode Objek Pajak,
dan Satu Masa Pajak
Setiap satu nomor bukti pemotongan/pemungutan hanya dapat

digunakan untuk satu pihak yang dipotong atau dipungut, satu
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kode objek pajak, dan satu Masa Pajak.
Contoh 2:
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Contoh 3:

!Pada‘*tanggal 297 Janﬁén 2021 PT: *BANGUN BERSADA" JAYA.
w_1uga membayar blaya _]asa 1nsta1aS1 pemaSangan un1t AC dl;
vgudang “baru: . ke T
'»Rp25 000; ooo oo :

",;.‘PPh yang DlpOtOng
e Dokumen Referens, 3

3) Penomoran atas formulir kertas terpisah dengan Dokumen
Elektronik
Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk formulir
kertas dapat memiliki Nomor Urut yang sama dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan  Unifikasi berbentuk Dokumen

Elektronik, namun berbeda pada Kode Bukti Pemotongan/

Pemungutan Unifikasi.
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Contoh 4:

PT BANGUN PERSADA JAYA yang berkedudukan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2021 menyewa tanah dan bangunan
untuk digunakan sebagai .gudang dari PT “ESTATE sebesar
Rp210.000.000,00. ‘

Karena: jumlah penghasilan yang dibayarkan ke PT ESTATE
tersebut nilainya lebih ‘dari Rp100.000. 000 00, maka
PT BANGUN PERSADA JAYA harus- menyampalkan SPT Masa
PPh Unifikasi Masa Pajak Februari 2021 secara -elektronik
sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2)..

Dengan menggunakan Aplikasi-e-Bupot Unifikasi, PT'BANGUN
PERSADA JAYA pada tanggal 23 Februari: 2021 menerbitkan
Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk dokumen
elektronik dengan nomor 2010000001 untuk diberikan kepada
PT ESTATE.

Pada tanggal 15 Maret 2021, PT BANGUN. PERSADA JAYA
menyampaikan SPT Masa PPh Un1fikas1 berbentuk Dokumen
'Elektronik melalui Aplikasi ‘e- Bupgt Bukt.l__ .Pemotongan/
'Pemungutan Unifikasi yang -dibuat dengari "Kode Seri dan
Nomor Seri 010000001 dilakukan2: (dua) kali oleh PT BANGUN
PERSADA JAYA, ‘yaitu nomor. 1010000001 di. ‘bulan Januari
2021 untuk CV' MAJU BERKARYA-dan nomor 2010000001 di
bulan Februari 2021 untuk PT ESTATE.

Hal tersebut dimungkinkan . karena penomoran Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: berbentuk ‘formulir kertas
terpisah dengan penomoran untuk ' Bukti Pemotongan/
Pemungutan® Unifikasi- berbentiik Dokumen  Elektronik.
Perbedaan ada pada digit pertama“yang merupakian' kode
dokumen Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

4) Penomoran bukti pemotongan/pemungutan terhadap

Pemotong/Pemungut PPh yang telah memenuhi syarat
pembuatan dan penyampaian Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk Dokumen
Elektronik, di pertengahan Masa Pajak

Apabila Pemotong/Pemungut PPh telah memenuhi persyaratan
untuk menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi dalam suatu
Masa Pajak, maka dalam Masa Pajak tersebut
Pemotong/Pemungut PPh harus membuat Bukti Pemotongan/
Pemungutan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik dan
menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk Dokumen
Elektronik melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi.
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Apabila di Masa Pajak tersebut Pemotong/Pemungut PPh telah
membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk
formulir kertas, maka Pemotong/Pemungut PPh menarik Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk kertas dan
menggantikannya dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik kepada pihak yang
dipotong atau pihak yang dipungut.

Contoh 5:

PT BANGUN PERSADA JAYA yang berkedudukan -di Jakarta
telah menerbitkan Bukti Pemotongén/lPemungutan Unifikasi
pada Masa Pajak Februari 2021 seperti contoh 4; telah
membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan ‘Unifikasi berbentuk
Dokumen Elektronik dengan nomor ."2'0:1-000000 |

Karena kewajiban penyampaianSI?I‘”Majsaa Pajak Februari 2021
sudah menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi; maka seluruh
Bukti Pemo'tOnganf/'Pemungu’gan@ Unifikasi - di "Masa ‘ Pajak
Februari 2021 harus dibuat berbentuk’Dokumen Elektronik.
‘Oleh karenanya, atas Bukti4Pem61;6ngén/»PEmUngutan Unifikasi
yang telah dibuat oleh ‘PT° BANGUN ‘PERSADA JAYA pada
tanggal 1-23 Februari 2021 harus dibuatkan kembali Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk- Dokumen
Elektronik. PT BANGUN PERSADA JAYA harus menarik
kembali Bukti Pemotongan/Pemungutan . Unifikasi berbentuk
formulir kertas dari pihak yang dipotong/dipungut dan
menggantikannya dengan Bukti Pemotongan/ Pemungutan
Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik. Kepada pihak yang
dipotong/dipungut.

5) Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tidak berubah
apabila terjadi perubahan (edit) atau penghapusan (delete)
Ketentuan perubahan (edit) atau penghapusan (delete) hanya
terdapat dalam Aplikasi e-Bupot Unifikasi. Dalam hal terjadi
perubahan atau penghapusan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi Berformat Standar sebelum SPT Masa PPh Unifikasi
disampaikan:

a) atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar yang diubah (edit), Nomor Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tetap
sama (tidak berubah);

b) atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
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Standar yang dihapus (delete), Nomor Bukti Pemotongan/
Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tidak dapat
digunakan kembali.

6) Nomor, Masa Pajak, dan identitas Wajib Pajak tidak berubah

apabila terjadi Pembetulan atau Pembatalan

Ketentuan pembetulan atau pembatalan dapat dilakukan

terhadap Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat

Standar berbentuk formulir kertas maupun Dokumen

Elektronik. Apabila Pemotong/Pemungut PPh membetulkan atau

membatalkan bukti pemotongan/pemungutan yang telah dibuat

tersebut dan menyampaikannya dalam SPT Masa PPh Unifikasi
maka:

a) atas bukti pemotongan/pemungutan yang dibetulkan,
Nomor, Masa Pajak, dan identitas Wajib Pajak pada Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
Pembetulan tetap sama (tidak berubah);

b) atas bukti pemotongan/pemungutan yang dibatalkan, Nomor
Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
Pembatalan tidak dapat digunakan kembali dan tetap
tersimpan untuk dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi

dalam Masa Pajak tersebut.

5. Kelengkapan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar

a. Kewajiban mencantumkan NPWP atau NIK atau TIN

Dalam hal pihak yang dipotong atau dipungut merupakan:

1)

2)

3)

Wajib Pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP, Wajib
Pajak Badan atau bentuk usaha tetap, kolom NPWP pada bagian
“Identitas Wajib Pajak yang Dipotong” wajib diisi dengan NPWP
Wajib Pajak yang bersangkutan;

orang pribadi belum memiliki NPWP, kolom NPWP diisi dengan
“00.000.000.0-000.000” dan kolom NIK wajib diisi dengan Nomor
Induk Kependudukan sesuai Kartu Tanda Penduduk yang
bersangkutan;

Wajib Pajak Iluar negeri, maka data dan identitas pihak yang
dipotong diisi dengan Tax Identification Number (TIN) atau
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identitas perpajakan lain yang lazim digunakan di negara atau

yurisdiksi domisili Wajib Pajak luar negeri.

b. Pencantuman nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas

C.

Apabila PPh bernilai nol (“0”) pada Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi Berformat Standar karena pihak yang dipotong/dipungut
dibebaskan dari pemotongan/pemungutan PPh berdasarkan Surat
Keterangan Bebas (SKB), maka Pemotong/Pemungut PPh wajib
mencantumkan data berupa nomor dan tanggal SKB tersebut.
Contoh 6:

PT BANGUN:PERSADA JAYA yang-berkedudukan di'Jakarta pada
tanggal" 5 Maret 2021 membayar imbalan- jasa- manajemen ke
CV TALENTA BERDIKARI sebesar Rp15 000.000,00. . Sebelum
dilakukan pemotongan pajak, ‘CV . TALENTA BERDIKARI
menyampaikan Surat: Keterangan Bebas PPh; Pasal 23 yang valid.

Asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23" atas imbalan' jasa manajemen
‘yang “berlaku ‘saat terjadinya transaksi: adalah- sebesar 2% dari
jumlah bruto. PT BANGUN PERSADA JAYA menya.mpaukan
SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk formulir kertas.”

Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3), Blikti-Perﬁotongari]"PemupglJtétn'
Unifikasi Berformat Standar tetap harus diterbitkan dalam  hal
pihak yang dipotong/dipungut menyerahkan ‘Surat’ Keterangan
Bebas. Oleh karena itu, atas transaksi tersebut, PT BANGUN
PERSADA JAYA di Jakarta membuat Bukti- ‘Pemotongan/
Pemungutan Unifikasi dengan perincian sebagai beriktit:

* Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan: PPh Tidak Final
» ‘Nomor Bukti Pemotongan/ Pemungutan Un1fikas1 '2010000025.
+ Identitas WP yang Dipotong: CV TALENTA BERDIKARI
* ‘Masa Pajak. (mm tyyyy): 03-2021
+ Kode.Objek Pajak: 24-104-02
» Dasar Pengenaan Pajak: 15.000.000
e Tarif (%): 2 '
* PPh yang Dipotong/Dipungut: 0
o Dokumen Referensi:

‘invoice-nomor 139/9924-09/21 tanggal 4Maret 2021
» Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Bebas:.

S-00002/SKB.23/WPJ.13/2021 tanggal 2 Januari 2021

Kewajiban Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan PP No. 23

Tahun 2018
Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tetap dibuat dalam hal
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pihak yang dipotong/dipungut adalah Wajib Pajak yang dikenai PPh
bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2018.

Contoh 7:

PT BANGUN PERSADA JAYA yang berkedudukan di Jakarta pada |
tanggal 10 Maret 2021 membayar imbalan - jasa pencetakan ke
CV OFFSET PRINTING INDONESIA sebesar ‘Rp40.000.000,00.
Sebelum dilakukan pemotongan pajak, CV "OFFSET -PRINTING
INDONESIA menyampaikan ~Surat Keterangan PP No. 23
Tahun 2018. Ini'adalah transak51 pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2).

Dengan asum81 bahwa tarif berdasarkan- Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun' 2018 yang berlaku . adalah 0,5%, maka
Pemotong/Pemungut PPh membuat SSP atas transaks1 tersebut atas
nama pihak yang dipotong/dipungut. :

Sesuai ketentuan: Pasal 4 ayat (3), ~Bukt1 Pemotonga.n/ Pemungutan
Unifikasi tetap . harus diterbitkan - dalam hal transaks1 dilakukan
dengan Wajib Pajak yang memiliki-- ‘Surat * Keterangan PP No. 23
Tahun 2018 yang terkonfirmasi. Oleh karena itu, atas transaksr
tersebut PT BANGUN PERSADA JAYA di Jakarta membuat Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unlﬁka31 ‘dengan - perincian sebagai
berikut: 5 R '

* Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan: PPh Final
* Nomor Bukti Pemotongan/ Pemungutan Umfika81 12010000045
* Identitas WP yang Dipotong: CV OFFSET: PRINTING INDONESIA
e Masa. PaJak (mm- -yyyy): 03-2021
» Kode Objek Pajak:28-423-01
» Dasar Pengenaan Pajak: 40.000. 000
* Tarif (%): 0,5
» PPh yang Dipotong/ D1pungut 200.000
* Dokumen Referensi:
invoice nomor 145/9924-09/ 21 tanggal 9 Maret 2021
¢ Nomor dan Tanggal Surat Keterangan:". i
KET-0010/PP23/WPJ.13/KP.0203/ 2021 tanggal 3 Januari 2021.

d. Pencantuman Informasi Surat Keterangan Domisili (SKD)
Apabila Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 26 dibuat
dengan menggunakan tarif Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda, maka Pemotong/Pemungut PPh wajib mencantumkan
informasi SKD Wajib Pajak luar negeri, berupa nomor tanda terima
SKD Wajib Pajak luar negeri dari Aplikasi e-SKD.
Contoh 8:

PT BANGUN PERSADA JAYA di Jakarta memotong PPh Pasal 26
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atas royalti yang _dibayar ke NIHON, Ltd di Jepang pada tanggal
15 Maret 2021.

Asumsi bahwa berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda (P3B) antara Indonesia dan Jepang tarif pemotongan pajak
atas royalti yang berlaku saat teljadlnya transaksi adalah sebesar
10% dari jumlah bruto. PT BANGUN PERSADA JAYA menyampalkan
SPT Masa PPh Un1fikas1 berbentuk: formuhr kertas.

Apablla NIHON‘Ltd-tidak menyerahkan Nomor Tanda Terima Surat
Keterangan Domisili Wajib- PaJak Luar Negerl (SKD- WPLN) ke
PT BANGUN PERSADA JAYA pada saat dllakukannya pemotongan
pajak, maka PT BANGUN PERSADA"JAYA. harus mernbuat Bukti
Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi atas' pemotongan PPh Pasal 26
atas royalti dengan tarif umum (20% dari Jumlah bruto)

Namun apabila NIHON Ltd 1ng1n menggunakan tarlf PPh Pasal 26
sesuai Peersetujuan Penghlndaran Pajak Berganda (P3B) maka
PT BANGUN: PERSADA JAYA harus membuat Bukt1 Pemotongan/
Pemungutan PPh Pasal 26 dengan’ tanf sesuai ‘P3B: yaitu sebesar
10% dari jumlah bruto dengan-mencantumkan nomor tanda terima
SKD WPLN hasil dari Aplikasi e-SKD dalam. kolom ‘isian ‘Bukti
Pemotongan/ Pemungutan PPh Pasal 26 pada Aplikasi e-Bupot
Unifikasi.

Berikut contoh perincian B\ikﬁ Pem-oto_ng‘ari/ P_emu’ngu‘tan
PPh Pasal 26 yang dibuat dengan menerapkan:tarif sesuai P3B dan
terdapat informasi' SKD WPLN:

¢ Jenis Bukti. Pemotongan /Pemungutan PPh F1na1
e Nomor Bukti Pemotongan /Pemungutan Un1ﬁkas1 2010000065
e Identitas'Pihak yang Dipotong/ Dlpungut NIHON Ltd. ;
e Masa Pajak (mm-yyyy): 03-2021 ‘ = ,
¢ Kode Objek PaJak 27-103-01,
 Dasar Pengenaan Pajak: 30.000. 000
e Tarif (%): 10
e PPh yang Dipotong/Dipungut: 3 ;‘00’0..000.
¢ Dokumen Referensi:
invoice 139/9932-10/21 tanggal: 14"Maret 2021
o Nomor Tanda Terima Surat Keterangan -Domisilit
SKDWPLN-JPN/2/21-00000006.

Penandatanganan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk kertas harus
dibubuhi tanda tangan basah Pemotong/Pemungut PPh dan
dibubuhi cap apabila Pemotong/Pemungut PPh merupakan Wajib
Pajak Badan.
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Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dibuat dengan
menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi ditandatangani dengan
menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Oleh karena itu, hasil
cetakan (printout) bukti pemotongan/pemungutan tersebut tidak

perlu dibubuhi tanda tangan basah dan/atau stempel.

6. Perubahan dan Penghapusan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Berformat Standar

a. Perubahan (edit) atau penghapusan (delete) hanya dapat dilakukan:
1) sebelum SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan; atau
2) sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya sejak berakhirnya

Masa Pajak sebagaimana tercantum pada Bukti Pemotongan/
Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang dibetulkan,
sesuai peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

b. Perubahan (edit) dapat dilakukan atas setiap bagian pada Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar, kecuali
untuk nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan, sehingga apabila
dilakukan perubahan, nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi Berformat Standar, tidak berubah.

c. Atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
yang dihapus, nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan tidak dapat
digunakan untuk transaksi lain dan tidak muncul di SPT Masa PPh
Unifikasi, namun nomor tersebut tetap ditampilkan di menu
Aplikasi e-Bupot Unifikasi dengan status telah dihapus.

d. Pemotong/Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/
Pemungutan Unifikasi Berformat Standar hasil Perubahan (edit)
kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut.

Contoh 9:

PT BANGUN PERSADA JAYA yang bertempat kedudukan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2021 membayar sewa peralatan kantor sebesar
Rp20.000.000,00° kepada PT NUSANTARA MAKMUR. Pada tanggal
21 Maret 2021 membayar sewa atas ‘tanah" dan/atau bangunan

sebesar Rp20 000.000,00 kepada PT TANAH - AIR* SEJAHTERA. Atas
transaksi tersebut PT BANGUN PERSADA JAYA:

(i) melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas. penghasﬂan sewa
peralatan kantor ' kepada ‘PT NUSANTARA 'MAKMUR sebesar
Rp400.000,00" dan PPh Pasal 4 ayat (2) .atas persew_aar_l tanah’
dan/atau bangunan sebesar Rp2.000:000,00; dan.
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(i) membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan' Unifikasi "Berformat
Standar dengan nomor 2010000078 untuk séwa: peralatan’ kantor
dan nomor 2010000079 untuk' persewaan tanah dan/atau
bangunan. :

Pada tanggal 28 Maret. 2021 diketahui ada kesalahan pembayaran
sewa tanah dan bangunan kepada PT TANAH AIR SEJAHTERA yang
seharusnya sebesar . Rp25.000.000 00 ‘Untuk ™ itu, PT. - BANGUN
PERSADA JAYA melakukan perubahan ‘atas" Bukt1 ‘Pemotongan/.
Pemungutan Unifikasi Berformat Standar nomor 2010000079 dengan
perincian sebagai berikut:

Bukti Pemotongan /. © Bukti
Ureian Pemungutan = “ - ,fPemotongan /Pemungutan
Unifikasi yang~  |["Unifikasi hasil Perubahan
diubah =

Nomor 2010000079 120 1:000.0079,
Pembetulan ke 0. (R0 00
Identitas Pihak. [ PT TANAH AIR PT TANAH AIR
yang Dipotong 'SEJAHTERA 'SEJAHTERA
Masa Pajak (mm-|03-2021 03- ~2021
yyyy) : )
Kode Objek Pajak = |,28-403-01 [28-403-01
Dasar Pengenaan | 20.000.000 T2s. 000 000
Pajak M
Tarif (%) 1w G A=
PPh yang 12.000.000 12:500.000
-Dipotong/Dipungut :
Tanggal ‘20 Maret 2021 28 Maret 2021

Selanjutnya PT BANGUN PERSADA JAYA ‘harusmemberikan Bukti
Pemotongan /Pemungutan Unifikasi hasﬂ perubahan. kepada
PT TANAH AIR SEJAHTERA sesuai ketentuan

7. Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar
a. Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar dapat dilakukan setelah dilaporkan dalam SPT Masa PPh
Unifikasi.
b. Pembetulan dapat dilakukan dalam hal:
1) PPh kurang dipotong/dipungut;
2) PPh lebih dipotong/dipungut; dan/atau
3) terdapat kesalahan data/informasi atas setiap bagian pada
Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar,

kecuali untuk nomor, Masa Pajak, dan identitas Wajib Pajak.
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c. Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar dapat dilakukan dengan syarat atas jenis pajak dan Masa
Pajak tersebut belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan
bukti permulaan secara terbuka.

d. Nomor dan Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan
adalah sama dengan nomor dan Masa Pajak pada Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang
dibetulkan.

e. Tanggal pembetulan sesuai tanggal diterbitkannya Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan.

f. Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar wajib dilaporkan oleh Pemotong/Pemungut PPh dalam
pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi.

g. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang
sudah dibuat oleh Pemotbng/ Pemungut PPh harus dilaporkan di
SPT Masa PPh Unifikasi. Apabila belum dilaporkan sampai dengan
tanggal 20 bulan berikutnya sejak berakhirnya Masa Pajak
dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar tersebut, maka Pemotong/Pemungut PPh tidak dapat
membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar yang baru untuk Masa Pajak berikutnya.

h. Pemotong/Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/
Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan kepada pihak
yang dipotong dan/atau dipungut.

Contoh 10:

Setelah menyampaikan“SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana pada
contoh 3, PT BANGUN PERSADA JAYA pada tanggal 25-Maret 2021
menerima koreksi tagihan atas. Jasa 1nstalas1/ pemasangan unit AC
dari PT ELEKTRA MANFAAT yang semula “tertulis: sebesar
Rp25 000.000;00 tetapl seharusnya sebesar Rp35 000 000 OO

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1),- PT BANGUN PERSADA JAYA
terlebih dahulu harus membuat Bukt1 Pemotongan / Pemungutan
Unifikasi Berformat Standar Pembetulan atas Bukti Pemotongan/
Pemungutan Unifikasi Berformat Standar nomor 1010000006 dengan
perincian sebagai berikut:

B
b S
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Bukti Pemotongan/ | Bukti Pemotongan/
Uraian Pemungutan Unifikasi | Pemungutan
yang dibetulkan ‘| Unifikasi Pembetulan.
Nomor 1010000006 i 1010000006 ‘
Pembetulan ke 0 ] - s R 5
Identitas Pihak PT ELEKTRA | PT: = ELEKTRA|
yang Dipotong ‘MANFAAT 'MANFAAT
Masa Pajak -01-2021 :01-2021
(mm-yyyy) ,
Kode Objek Pajak | 24-104-28 .| 24-104-28
Dasar Pengenaan 25.000.000 “35.000.000
Pajak -
Tarif (%) 2 2
PPh yang 500.000 700.000
Dipotong/Dipungut ; :
Tanggal |22 Januari 2021 .25 Maret 2021

Karena pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan = Unifikasi
Berformat Standar tersebut juga mengaklbatkan _]umlah PPh Pasal 23
yang harus dipotong menjadi lebih besar, sesua1 kétentuan Pasal 13
ayat (1) maka PT, BANGUN PERSADA JAYA- melunas1 kekurangan
bayar PPh Pasal 23 sebesar Rp200. OOO 00 ke kas negara.

Selanjutnya, PT" BANGUN PERSADA vJAYA harus menyampaikan‘
Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
Pembetulan kepada PT ‘ELEKTRA MANFAAT.:_"’Sslain itu; PT BANGUN
PERSADA JAYA wajib menyampaikan pembetulan SPT’ Masa PPh
Unifikasi untuk Masa Pajak Januari 2021 berbentuk’ formulir, kertas,
karena.pada Masa Pajak Januari 2021 PT-BANGUN PERSADA JAYA
masih menggunakan formulir kertas.

Contoh 11:

Setelah menyampaikan SPT Masa ‘PPh Unifikasi' untuk Masa Pajak
Maret, pada tanggal 21 April 2021 PT BANGUN PERSADA JAYA
menerima. koreksi dari CV TALENTA BERDIKARI sehubungan dengan
kesalahan pengisian Bukti Pemotongan/,Pemungutan Unifikasi
Berformat Standar nomor 2010000025.

Dalam suratnya, CV' TALENTA BERDIKARI menyatakan bahwa biaya
jasa manajemen yang ditagih ke PT 'BANGUN- PERSADA JAYA
semestinya sebesar Rp5:000.000,00 bukan sebesar Rp15 000.000,00
sebagaimana tercantum pada Bukti Pemotongan/ Pemungutan,
Unifikasi Berformat® Standar yang dikenakan Pasal 23 dengan nomor:
2010000025.
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PT BANGUN PERSADA JAYA terlebih dahulu membuat Bukti
Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan
dengan perincian sebagai berikut:

- Bukti Pemotongan/ | Bukti Pemotongan/
Uraian | - Pemungutan Unifikasi *Pemungutan Unifikasi
yang dibetulkan | " Pembetulan

Nomor : 12010000025 - _}’20100;00025“ _‘
‘Pembetulan’ ke = w0n - R RN e
Identitas Pihak | CV TALENTA |CV,  .© ‘TALENTA
yang | BERDIKARI | BERDIKART
Dipotong/Dipungut i
Masa Pajak 03-2021 '03:2021
(mm-yyyy) A
Kode Objek Pajak | 24-104-02 : ‘“24 104 02
‘Dasar - Pengenaan | 15.000.000 5.000.000.
Pajak
Tarif (%) 2. ) 20 e 0s
PPh yang |:300.000 -100.000
Dipotong/Dipungut |
‘Tanggal | 5 Maret 2021 { 21 April 2021

Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan . Un1ﬁkas1 ‘Berformat
Standar tersebut menyebabkan keleblhan potong sebaga1 benkut

PPh yang telah dipotong/dipungut -‘Rpso*o;goo‘,’oo‘ :
PPh yang seharusnya dipotong/dipungut : Rp100.000,00 (-)
PPh lebih dipotong/ dipungut SO -Rp200.000,00

Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi " Beiformat
Standar- tersebut kemudian dilaporkan -oleh ‘PT BANGUN PERSADA
JAYA dalam pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi.

Sesuai ketentuan. Pasal 13 ayat (3), atas kel,ebihén. penyetoran: PPh
tersebut dapat diminta kembali oleh Pemotong/Pemungut PPh dengan
mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan ‘pembayaran
pajak yang tidak seharusnya terutang. atau Pemmdahbukuan ke KPP
sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan di bidang
perpajakan.

8. Pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat

Standar

Apabila Pemotong/Pemungut PPh melakukan pembatalan atas
transaksi yang telah dibuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
Berformat Standar, dan telah dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi,
maka Pemotong/Pemungut PPh harus melakukan pembatalan Bukti
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Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dengan

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a.

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
Pembatalan dapat dibuat dalam hal transaksi yang terutang PPh
benar telah dibatalkan.

Pembatalan dapat dilakukan dengan syarat atas jenis pajak dan
Masa Pajak tersebut belum dilakukan pemeriksaan atau
pemeriksaan bukti permulaan terbuka.

Nomor dan Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan
adalah sama dengan nomor pada Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi sebelum dibatalkan.

Pemotong/Pemungut PPh harus mengisi kolom “Jumlah
Penghasilan Bruto” dan kolom “PPh yang Dipotong/Dipungut/
Ditanggung Pemerintah” dengan nilai nol (“0”). Selain kedua kolom
tersebut, kolom diisi dengan data sebagaimana terdapat pada Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang
dibatalkan.

Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar Pembatalan adalah sesuai tanggal dibuatkannya
pembatalan tersebut.

Pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar wajib dilaporkan oleh Pemotong/Pemungut PPh dalam
pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi.

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang
sudah dibuat oleh Pemotong/Pemungut PPh harus dilaporkan di
SPT Masa PPh Unifikasi. Apabila belum dilaporkan sampai dengan
tanggal 20 bulan berikutnya sejak berakhirnya Masa Pajak
dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar tersebut, maka Pemotong/Pemungut PPh tidak dapat
membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar yang baru untuk Masa Pajak berikutnya.
Pemotong/Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/
Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan kepada pihak
yang dipotong dan/atau dipungut.

Contoh 12:



-57-

n1la1£kontrai< sebesa:r




-58-

Contoh 13:

Pada tanggal 21 Mei 2021, PT BANGUN PERSADA JAYA mengetahui
adanya kesalahan penglsmn NPWP’ pada Bukt1 ‘Pemotongan/
Pemungutan Unifikasi Berformat Standar nomor 2010000091 atas
nama PT BERSIH CEMERLANG vyang ‘telah dibuatkan Bukti|.
Pemotongan/Pemungutan: Unifikasi pada tér;ggail' 26 Februari 2021.

Kesalahan pengisian NPWP ter_]ad1 karena: PT BANGUN PERSADA JAYA
salah memasukkan NPWP ' PT BERSIH CEMERLANG (NPWP
01.123.456.8-603.000) yang seharusnya adalah NPWP CV SEJAHTERA
BERSAMA (NPWP01.123.457.7-603.000). . A

PT BANGUN PERSADA JAYA' masih dapat ‘membuat. pembatalan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar ‘atas-kesalahan
pengisian NPWP pada Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi
Berformat Standar. nomor 2010000021. PT'BANGUN PERSADA JAYA

membuat pembatalan dengan perincian sebagal ber1kut

Bukti Pemotongan / Buktl Pemotongan /
Uraian Pemungutan PPh' yang - ‘Pemungutan PPh
b - dibatalkan ~ ‘Pembatalan
Nomor 2010000021 201000002 1
Pembatalan = R
Identitas Pihak -PT BERSIH ' PT BERSIH
yang Dipotong/ -CEMERLANG ' CEMERLANG.
dipungut s Dt
NPWP 0 1.123.456.8-6‘03;.000 /701.123.456.8-603.000
Masa Pajak '03-2021 03: 2021
(mm-yyyy) :
Kode Objek Pajak | 24-104-17 24-104-17
Dasar Pengenaan [-20.000.000 0.
Pajak |
Tarif (%) 2 {2
PPh yang 400.000 10
Dipotong/Dipungut
Tanggal 26 Februari 2020 21 Mei 2020

Dengan asumsi penomoran terakhir Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi Berformat Standar adalah 2010000149,
BANGUN PERSADA JAYA ‘membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi Berformat 'Standar yang ‘baru dengan pengisian sebagai

selanjutnya PT
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berikut:

Bukti Pemotongan/ -

Uraian Pemungutan Unifikasi
.,  yangbarw
Nomor =~ 2010000150
Pembetulan ke 0
Identitas Pihak CV SEJAHTERA
yang BERSAMA
| Dipotong/dipungut ,
NPWP - 01.123.457.7-603.000
Masa Pajak 02-2021
(mm-yyyy)

"Kode Objek Pajak | 24-104-17
‘Dasar Pengenaan | 20.000.:000

 Pajak -

| Tarif (%) 2

PPh yang | 400000
 Dipotong/Dipungut

Tanggal” 21 Mei2021

PT BANGUN PERSADA JAYA selaku Pemotong/Pemungut PPh harus
memberikan Bukti Pémotongan/Pemungutan Unifikasi-dengan nomor
2010000150 kepada CV SEJAHTERA BERSAMA. Selanjutnya
PT BANGUN PERSADA JAYA menyampaikan*:.penibe"cﬁl’an’*SP'I" ‘Masa
PPh Unifikasi untuk Masa Pajak Februari 2021° melalui Aplikasi
e-Bupot Unifikasi.

9. Penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat

Standar

Dalam hal Pemotong/Pemungut PPh tersebut menyadari adanya
transaksi yang seharusnya dipotong/dipungut PPh tetapi belum
dilakukan  pemotongan/pemungutan atau  pembuatan  Bukti
Pemotongan/Pemungutan  Unifikasi Berformat Standar, maka
Pemotong/Pemungut PPh tersebut dapat melakukan pembuatan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tambahan.
Penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar dapat dilakukan dalam hal Pemotong/Pemungut PPh telah
menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak tersebut.
Beberapa ketentuan penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi Berformat Standar adalah sebagai berikut:

a. Nomor Urut yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan/

Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tambahan adalah nomor
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lanjutan dari nomor terakhir Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi yang dibuat oleh Pemotong/Pemungut PPh. Dalam hal
penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar tersebut terjadi di tahun-tahun berikutnya, maka Nomor
Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah lanjutan dari
Nomor Urut Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar yang terakhir diterbitkan di tahun terjadinya transaksi.

b. Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan/
Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tambahan adalah Masa
Pajak terjadinya transaksi yang terutang PPh.

c. Tanggal yang dicantumkan pada Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi Berformat Standar tambahan adalah tanggal saat
dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar tambahan.

d. Penambahan dapat dilakukan sepanjang SPT Masa PPh Unifikasi
masih dapat dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku.

e. Penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar wajib dilaporkan oleh Pemotong/Pemungut PPh dalam
SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan.

f. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang
sudah dibuat oleh Pemotong/Pemungut PPh harus dilaporkan di
SPT Masa PPh Unifikasi. Apabila sampai dengan tanggal 20 bulan
berikutnya sejak berakhirnya Masa Pajak Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tersebut
belum dilaporkan, maka Pemotong/Pemungut PPh tidak dapat
membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan yang baru untuk Masa
Pajak berikutnya.

g. Pemotong/Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/
Pemungutan Unifikasi Berformat Standar kepada pihak yang
dipotong dan/atau dipungut.

Contoh 14:

. Rada tanggal 2‘5‘ A‘ “vtus 7‘-'»2021 g1
PT BANG N PERSADA JAYA mehyadan adanya
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J Tanggal.‘02 Agustusg_ozl‘ b

Contoh 15:

b L I e e

23

Beri‘brmat Standar tambaha.nfdﬂa kan oleh > 'moto'hg/ P‘emungu_b.PPh\
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sesuau ketentuan%penomorar"i‘-’Buktv:sP motongan/ Pemungutan“‘Umﬁkam

‘o’ Kode bJCk Pajak‘ 2: 104«01 g
‘., Dasar Pengenaan Pajak 5. 000 000
‘o Tarif (%): 2 .
s PPh! yang: Dlpotong/l"pungut 1. 500 000
. Dokumen Referens 2 :

g &,‘y

znvozce 143 I 5896- 15/21 ggal : 12November 2021 o

10. Penyampaian Bukti Pemotongan/Pemungutan Un1ﬁkas1 Berformat

Standar kepada pihak yang dipotong atau dipungut

a.

Pemotong/Pemungut PPh harus memberikan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar kepada
pihak yang dipotong dan/atau dipungut.

Dalam hal dibuat tambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi Berformat Standar, Pemotong/Pemungut PPh harus
memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut.
Ketentuan ini juga berlaku dalam hal terjadi perubahan,
pembetulan, atau pembatalan.

Pemberian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar atau Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada pihak yang dipotong
atau dipungut dapat dilakukan dengan cara mengirim bukti
pemotongan/pemungutan tersebut melalui surel (email) atau
mencetak dan memberikan bukti pemotongan/pemungutan
tersebut kepada pihak yang dipotong atau dipungut.

Pemberian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi melalui
Aplikasi e-Bupot Unifikasi dapat dilakukan dengan cara mengirim
surel (email) atau dengan cara mencetak dan memberikan Bukti

Pemotongan /Pemungutan Unifikasi.
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11. Pelaporan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

B.2,

dalam SPT Masa PPh Unifikasi

Bukti Pemotongan/Pemungutan  Unifikasi Berformat Standar
dilaporkan melalui SPT Masa PPh Unifikasi dan disampaikan dengan
menggunakan formulir kertas ke KPP atau Dokumen Elektronik melalui

Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/
Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi merupakan salah satu jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi yang format standarnya tidak diatur dalam Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini. Dokumen yang Dipersamakan dengan
Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat berupa dokumen-
dokumen tertentu atau media lainnya yang lazim digunakan dalam
dunia usaha.
Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi dalam bentuk dokumen-dokumen lain hanya digunakan
untuk transaksi:
a. Bunga deposito/tabungan, diskonto SBI dan Jasa Giro;
b. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara; dan
c. Transaksi penjualan saham, meliputi:

1. Saham pendiri;

2. Bukan saham pendiri;

3. Saham milik Perusahaan Modal Ventura.
Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi tidak dibuat menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi tetapi
dihasilkan oleh sistem yang dimiliki sendiri oleh Pemotong/Pemungut
PPh.
Walaupun demikian, dalam rangka tertib administrasi,
Pemotong/Pemungut PPh wajib mencantumkan nomor dalam
pembuatan Dokumen yang  Dipersamakan dengan  Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, dengan mengikuti standar yang
ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
Contoh Dokumen yvang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat berupa:

a. buku tabungan,
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b. rekening koran,
c. rekening efek,
d. rekening kustodian, dan

e. dokumen lain yang setara baik kertas maupun elektronik.

Pembuatan  Dokumen yang  Dipersamakan dengan  Bukti

Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

a. Penomoran Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
Penomoran pada Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi mengikuti format penomoran
dalam sistem yang dimiliki oleh Pemotong/Pemungut PPh, seperti
sistem Enterprise Resources Planning (ERP), core banking system, atau
sistem lainnya. Dalam hal Pemotong/Pemungut PPh membuat Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dan Dokumen
yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi, penomoran pada Dokumen yang Dipersamakan dengan
Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi diberikan secara terpisah
dengan penomoran pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Berformat Standar.

b. Pengisian data dan informasi dalam Dokumen yang Dipersamakan
dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

1) Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/
Pemungutan Unifikasi harus memuat data dan informasi
sekurang-kurangnya berupa:

a) nama pihak yang dipotong/dipungut;
b) nomor unik; dan
c) pajak penghasilan yang dipotong/dipungut.

2) Apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka
Pemotong/Pemungut PPh dianggap tidak membuat Dokumen
yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi.

3) Data dan informasi lain dapat disertakan dalam dokumen
tersebut sesuai dengan kebutuhan Pemotong/Pemungut PPh

dan pihak yang dipotong/dipungut.
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Contoh 16:

v-aépssifs di Ban " m;foA ' l‘ W ;i

fRxdd

'TRANSPARAN Jﬁga mremil

mefhlllkl st ; : : 0 QOOOO’OO dan
SN e e LIS " Diasumsik: L .bunga atasn

o

Umfikam setlap; Mfulannyav,

i wpu

> PPh yang Dlpotong' it 6()0»000 - e

2. Pembetulan Dokumen yang  Dipersamakan dengan  Bukti

Pemotongan /Pemungutan Unifikasi

a. Pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan /Pemungutan Unifikasi dapat dilakukan sepanjang atas
jenis pajak dan Masa Pajak tersebut belum dilakukan pemeriksaan
atau pemeriksaan bukti permulaan terbuka.

b. Pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat dilakukan dalam hal:
1) PPh kurang dipotong;
2) PPh lebih dipotong; dan/atau

3) terdapat kesalahan data/informasi di suatu atau beberapa
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bagian pada Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

c. Dalam hal terdapat Pembetulan Dokumen yang Dipersamakan
dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang
menyebabkan perubahan jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan
jumlah Pajak Penghasilan (PPh) atas objek pajak tersebut, maka
Pemotong/Pemungut PPh wajib melakukan pembetulan SPT Masa

PPh Unifikasi untuk Masa Pajak terjadinya kesalahan terjadi.
Contoh 17:

Pembatalan Dokumen yang  Dipersamakan dengan  Bukti

Pemotongan /Pemungutan Unifikasi

a. Pembatalan dapat dilakukan sepanjang atas jenis pajak dan Masa
Pajak tersebut belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan
bukti permulaan terbuka.

b. Pembatalan dapat dilakukan dalam hal transaksi benar dilakukan
pembatalan.

c. Dalam hal terdapat Pembatalan Dokumen yang Dipersamakan
dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang
menyebabkan perubahan jumlah DPP dan jumlah PPh atas objek
pajak tersebut, maka Pemotong/Pemungut PPh wajib melakukan
pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak terjadinya
kesalahan terjadi.

Contoh 18:
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g “:

‘PPhiUnifikasi*Masa’ Pa_]ak;

‘kesalahan pembuatan Dokumen ang er:

'“'*’r'

dengaﬁfr‘-B‘uku PerhéEOngan /. Pemungutap; Un1fkas1 atas “Pendeb 2 tan}
PPh..;pada bunga bank‘ PT»ADIL TRANSPARAN. Bank: DA e

Penambahan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti

Pemotongan /Pemungutan Unifikasi

Apabila  setelah SPT Masa PPh  Unifikasi disampaikan,

Pemotong/Pemungut PPh menyadari adanya transaksi yang seharusnya

dipotong PPh tetapi belum dilakukan pemotongan/pemungutan atau

pembuatan Dokumen  yang  Dipersamakan dengan  Bukti

Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, maka Pemotong/Pemungut PPh

tersebut dapat melakukan pembuatan Dokumen yang Dipersamakan

dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi baru dengan
mengikuti ketentuan penambahan sebagai berikut:

a. Penambahan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat dilakukan sepanjang atas
jenis pajak dan Masa Pajak tersebut belum dilakukan pemeriksaan
atau pemeriksaan bukti permulaan terbuka.

b. Masa Pajak yang dicantumkan dalam Dokumen yang Dipersamakan
dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tambahan adalah
Masa Pajak terjadinya transaksi yang terutang PPh.

c. Apabila Penambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a
menyebabkan perbedaan jumlah Penghasilan Bruto dan jumlah PPh
yang seharusnya disetor, maka Pemotong/Pemungut PPh harus
melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi pada Masa Pajak

terjadinya penambahan tersebut.
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Penyampaian Dokumen yang Dipersamakan dengan  Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Kepada Pihak yang Dipotong atau
Dipungut

Sepanjang data dan informasi yang dimuat dalam dokumen tertentu
telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
angka 1 huruf b dan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah diberikan kepada pihak yang
dipotong/dipungut, Pemotong/Pemungut PPh dianggap telah
menyampaikan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada pihak yang dipotong atau
dipungut.

Pelaporan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/
Pemungutan Unifikasi dalam SPT Masa PPh Unifikasi

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi dilaporkan melalui SPT Masa PPh Unifikasi dan disampaikan

dengan menggunakan formulir kertas ke KPP atau Dokumen Elektronik

melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

Ketentuan Lain-Lain
Penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi tidak
berdasarkan transaksi sebenarnya dapat dikenakan ketentuan pidana

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP.
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C. FORMAT SPT MASA PPh UNIFIKASI
1. Format Induk SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik

E—y ===y
SURATPEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN
KEMENTERIAN KEUANGAN R.. Formutir ini digunakan untuk melaporkan FORMULIR SPTMASA PPh
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, UNIEIKASH
PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26
Masa Pajak (mm-yyyyp W1 Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir in
| I I - | I | I I Hzl___|SPT Normal H.3 D SPT Pembetulan Ke- __ H.4

A. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PPh

aowwe [T ] T T OO O] CIT

A2 NAMA
A3  ALAMAT

A4  NO.TELEPON

B. RESUME PAJAK PENGHASILAN

1 | PASAL 4 AYAT (2)

2 | PASAL1S

3 |JUMLAH YANG DISETOR SENDIRI

e ". L T -:_'n'..'...'-i'

= -:rTq; o T-.II(-— R
N DURTEAEE 3

4 | PASAL2Z
& | PASAL26
6 | PASAL23

7 PASAL 4 AYAT (2)

8 | PASAL15

9 | JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

10 | JUMLAH TOTAL PPh

11 | JUMLAH TOTAL PPh YANG DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN

12 | JUMILAH PPh YANG KURANG (LEBTH) DISETOR KARENA PEMBETULAN

BAGIAN C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

c.1 [] WAUB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS. DLL) 5 GR Gode -
c.2 [[] Kuasa wauB PAJAK R
C3 NAMA

cataneeal: | 1 1 [T 1 [T T T 1 |ddmmyyy

C5 PERNYATAAN WAUIB PAJAK M
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa SPT ini dinyatakan sah dan tidak diperiukan tanda
tangan basah pada SPT ini.



-70-

PETUNJUK PENGISIAN INDUK SPT MASA PPh UNIFIKASI
BERBENTUK DOKUMEN ELEKTRONIK

Huruf H.1 : diisi dengan bulan dan tahun kalender dalam format mm-yyyy.
Misalnya Masa Pajak Januari 2021, maka ditulis 01-2021.
Huruf H.2 : Isikan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan SPT Normal.

Huruf H.3 : Diisi tanda silang (X) pada kotak dalam hal merupakan SPT

Pembetulan

Huruf H.4 : Diisi dengan urutan pembetulan dalam angka.

A. Identitas Pemotong/Pemungut PPh

Huruf A.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf A.2 : Diisi dengan nama Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf A.3 : Diisi dengan alamat sebenarnya dari Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf A.4 : Diisi dengan nomor telepon Pemotong/Pemungut PPh.

B. Resume Pajak Penghasilan

[. PPh yang Disetor Sendiri

Angka 1 s.d 2 Kolom B.3

Angka 3 Kolom B.3

Angka 1 s.d 2 Kolom B.4

Angka 3 Kolom B.4

Angka 1 s.d 2 Kolom B.5

Angka 3 Kolom B.5

Diisi jumlah nilai PPh Pasal 4 ayat (2) dan
PPh Pasal 15 terutang yang harus disetor sendiri.
Diisi jumlah nilai PPh terutang yang harus disetor
sendiri hasil penjumlahan pada Angka 1 s.d
Angka 2 Kolom B.3.

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) dan
PPh Pasal 15 yang Ditanggung Pemerintah.

Diisi dengan nilai PPh yang Ditanggung
Pemerintah hasil penjumlahan Angka 1 s.d
Angka 2 Kolom B.4.

Diisi dengan jumlah PPh yang disetor atas PPh
yang harus disetor sendiri yang dikenakan PPh
Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15.

Diisi dengan nilai PPh yang disetor hasil

penjumlahan Angka 1 s.d Angka 2 Kolom B.5.

II. PPH yang Telah Dilakukan Pemotongan/Pemungutan

Angka 4 s.d 8 Kolom B.3

Diisi jumlah nilai PPh yang telah dilakukan
pemotongan /pemungutan PPh Pasal 22,



Angka 9 Kolom B.3

Angka 4 s.d 8 Kolom B.4

Angka 9 Kolom B.4

Angka 4 s.d 8 Kolom B.5

Angka 9 Kolom B.5

II. Rekapitulasi PPh

Angka 10 Kolom B.3

Angka 10 Kolom B.4

Angka 10 Kolom B.5

Angka 11 Kolom B.5
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PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2)
dan PPh Pasal 15.

Diisi jumlah nilai PPh yang terutang hasil
penjumlahan pada Angka 4 s.d Angka 8
Kolom B.3.

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22, PPh Pasal 23,
PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), dan
PPh Pasal 15 yang Ditanggung Pemerintah.

Diisi dengan nilai PPh yang Ditanggung
Pemerintah hasil penjumlahan Angka 4 s.d
Angka 8 Kolom B.4.

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22, PPh Pasal 23,
PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), dan
PPh Pasal 15 yang disetor.

Diisi dengan nilai PPh yang disetor hasil

penjumlahan Angka 4 s.d Angka 8 Kolom B.5.

Diisi jumlah nilai Pajak Penghasilan yang terutang
hasil penjumlahan pada angka 3 Kolom B.3
dengan angka 9 Kolom B.3.

Diisi dengan jumlah PPh yang Ditanggung
Pemerintah hasil penjumlahan dari Jumlah PPh
yang Disetor Sendiri pada Angka 3 Kolom B.4
dengan Angka 9 Kolom B.4.

Diisi dengan jumlah yang disetor hasil
penjumlahan dari Jumlah PPh yang Disetor
Sendiri pada Angka 3 Kolom B.S5 dengan Jumlah
yang Dipotong/Dipungut pada Angka 9 Kolom B.5.
Diisi dengan jumlah Nilai PPh yang Disetor pada
SPT sebelumnya apabila SPT yang dibuat
merupakan SPT Pembetulan, contoh apabila SPT
yang dibuat adalah SPT Pembetulan ke-1 maka
nilai PPh yang diisi adalah jumlah total PPh pada
SPT Normal (Angka 10 Kolom B.5) dan apabila SPT
yang dibuat adalah SPT Pembetulan ke-2 maka
nilai PPh yang diisi adalah jumlah PPh yang
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kurang (lebih) disetor karena pembetulan pada
SPT Pembetulan ke-1 (Angka 12 Kolom B.5) serta
begitu seterusnya. Diisi nol apabila SPT Masa PPh

Unifikasi tersebut normal, bukan pembetulan.

Angka 12 Kolom B.5 : Diisi dengan jumlah Nilai PPh yang kurang (lebih)

disetor, hasil selisih antara Angka 10 Kolom B.4

dengan Angka 11 Kolom B.4.

C. Pernyataan dan Tanda Tangan

Huruf C.1

Huruf C.2 :

Huruf C.3 :

Huruf C.4 :

Huruf C.5 :

Huruf C.6 :

Diberi tanda silang (X) pada kotak jika yang menandatangani

SPT adalah Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang KUP, yang

dimaksud dengan wakil Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

a. badan oleh pengurus;

b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;

c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang
ditugasi untuk melakukan pemberesan;

d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;

e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli
warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta
peninggalannya; atau

f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam
pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Diberi tanda silang (X) pada kotak jika yang menandatangani

SPT adalah kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong/Pemungut PPh.

Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak

selaku Pemotong/Pemungut PPh.

Diisi dengan tanggal pembuatan SPT, dengan format penulisan

dd-mm-yyyy. Contoh, jika tanggal pembuatan SPT adalah

13 Februari 2021, maka ditulis 13-02-2021.

Merupakan pernyataan Wajib Pajak atas pengisian SPT bahwa

apa yang telah diberitahukan di SPT adalah benar, lengkap dan

jelas. Diberikan centang pada kotak.

Merupakan kode QR yang dapat digunakan untuk verifikasi

tanda terima SPT dan resume isian SPT Masa PPh Unifikasi.

Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi melalui Aplikasi e-Bupot

Unifikasi tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah
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dikarenakan SPT Masa PPh Unifikasi ditandatangani secara
elektronik menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan

disampaikan dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.
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2. Format Induk SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk Formulir Kertas

Aarea staples

L}
& SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA FORMULIR UNIFIKASIIINDUK
9§ PAJAK PENGHASILAN B OO0
KEMENTERIAN KEUANGAN R.L Formulir ini digunakan untuk melaporkan
BIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22,
PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 area barcode
Masa Pajak ;mmyyyyy  HA petunjuk pengisl bel gisi formulir in
. JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK
L -t 1] w2]__|SPT Normal w3[_| SPTPembetulanKe. _ a  |LampiRan __Hs
(Diisi oleh petugas)

A. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PPh

A1 NPWP

L] O O O OO &

A2 NAMA

A3 ALAMAT

Ad

NO.TELEPON :

B. RESUME PAJAK PENGHASILAN

1 PASAL 4 AYAT (2)

2 | PASAL15

(1)

3 |JUMLAH YANG DISETOR SENDIRI

4 | PasaL22
5 | PASAL26
& | PASAL23

7 | PASAL 4 AYAT (2)

B PASAL 15

AEEAA

9 | JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

10 | JUMLAH TOTAL PPh
11 | JUMLAH TOTAL PPh YANG DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN
12 | JUMLAH PPh YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN

C. LAMPIRAN
€.1 [_] Bukii Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi L1 rtembar
Cc2 D Bukdi Pemindahbukuan |::I lembar
c3 D Surat Kuasa Khusus [:] lembar
c4 D Surat Keterangan Bebas yang telah dilegalisasi |:l lembar
C5 I___J Tanda Terima terkait Surat Keterangan Domisili :I lembar
€.6 [__] Fotokopi SPT Masa PPh Unifikasi yang dibetulkan [ tembar

D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

0.1 D WAJIB PAJAK/WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL})

D.6 Cap dan Tanda Tangan:

0.2 [ ] KUASA WAJIB PAJAK
0.3 NAMA
pa aneeaL: [ | | [ [ | [ [ [ | | |ddmmyyyy
D.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
=—



Huruf H.1

Huruf H.2
Huruf H.3

Huruf H.4
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PETUNJUK PENGISIAN INDUK SPT MASA PPh UNIFIKASI

BERBENTUK FORMULIR KERTAS

diisi dengan bulan dan tahun kalender dalam format mm-yyyy.
Misalnya Masa Pajak Januari 2021, maka ditulis 01-2021.
Diisi tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan SPT Normal.

Diisi tanda silang (X) pada kotak dalam hal merupakan
SPT Pembetulan.

Diisi dengan urutan pembetulan dalam angka.

A. Identitas Pemotong/Pemungut PPh

HurufA.1
Huruf A.2
Huruf A.3
Huruf A.4

Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.
Diisi dengan nama Pemotong/Pemungut PPh.
Diisi dengan alamat sebenarnya dari Pemotong/Pemungut PPh.

Diisi dengan nomor telepon Pemotong/Pemungut PPh.

B. Resume Pajak Penghasilan

I. PPh yang Disetor Sendiri

Angka 1 s.d 2 Kolom B.3 : Diisi jumlah nilai PPh Pasal 4 ayat (2) dan

PPh Pasal 15 terutang yang harus disetor sendiri.

Angka 3 Kolom B.3 : Diisi jumlah nilai PPh terutang yang harus disetor

sendiri hasil penjumlahan pada Angka 1 s.d

Angka 2 Kolom B.3.

Angka 1 s.d 2 Kolom B.4 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) dan

Pasal 15 yang Ditanggung Pemerintah.

Angka 3 Kolom B.4 : Diisi dengan nilai PPh yang Ditanggung

Pemerintah hasil penjumlahan Angka 1 s.d
Angka 2 Kolom B.4.

Angka 1 s.d 2 Kolom B.5 : Diisi dengan jumlah PPh yang disetor atas PPh

yang harus disetor sendiri yang dikenakan PPh
Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15.

Angka 3 Kolom B.5 : Diisi dengan nilai PPh yang disetor hasil

penjumlahan Angka 1 s.d Angka 2 Kolom B.5.

II. PPh yang Telah Dilakukan Pemotongan/Pemungutan

Angka 4 s.d 8 Kolom B.3 : Diisi jumlah nilai PPh yang telah dilakukan

pemotongan/pemungutan PPh Pasal 22,



Angka 9 Kolom B.3

Angka 4 s.d 8 Kolom B.4

Angka 9 Kolom B.4

Angka 4 s.d 8 Kolom B.5

Angka 9 Kolom B.5

III. Rekapitulasi PPh

Angka 10 Kolom B.3

Angka 10 Kolom B.4

Angka 10 Kolom B.5

Angka 11 Kolom B.5
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PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2)
dan PPh Pasal 15.

Diisi jumlah nilai PPh yang terutang hasil
penjumlahan pada Angka 4 s.d Angka 8
Kolom B.3.

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22, PPh Pasal 23,
PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), dan
PPh Pasal 15 yang Ditanggung Pemerintah.

Diisi dengan nilai PPh yang Ditanggung
Pemerintah hasil penjumlahan Angka 4 s.d
Angka 8 Kolom B.4.

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22, PPh Pasal 23,
PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), dan
PPh Pasal 15 yang disetor.

Diisi dengan nilai PPh vyang disetor hasil

penjumlahan Angka 4 s.d Angka 8 Kolom B.5.

Diisi jumlah nilai Pajak Penghasilan yang terutang
hasil penjumlahan pada Angka 3 Kolom B.3
dengan Angka 9 Kolom B.3.

Diisi dengan jumlah PPh yang Ditanggung
Pemerintah hasil penjumlahan dari Jumlah PPh
yang Disetor Sendiri pada Angka 3 Kolom B.4
dengan Angka 9 Kolom B.4.

Diisi dengan jumlah yang disetor hasil
penjumlahan dari Jumlah PPh yang Disetor
Sendiri pada Angka 3 Kolom B.5 dengan Jumlah
yang Dipotong/Dipungut pada Angka 9 Kolom B.5.
Diisi dengan jumlah Nilai PPh yang Disetor pada
SPT sebelumnya apabila SPT yang dibuat
merupakan SPT Pembetulan, contoh apabila SPT
yang dibuat adalah SPT Pembetulan ke-1 maka
nilai PPh yang diisi adalah jumlah total PPh pada
SPT Normal (Angka 10 Kolom B.5) dan apabila SPT
yang dibuat adalah SPT Pembetulan ke-2 maka
nilai PPh yang diisi adalah jumlah PPh yang

kurang (lebih) disetor karena pembetulan pada
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SPT Pembetulan ke-1 (Angka 12 Kolom B.5) serta
begitu seterusnya. Diisi nol apabila SPT Masa PPh

Unifikasi tersebut normal, bukan pembetulan.

Angka 12 Kolom B.5 : Diisi dengan jumlah nilai PPh yang kurang (lebih)

C. Lampiran

Huruf C.1

Huruf C.2

Huruf C.3

Huruf C.4

Huruf C.5

Huruf C.6

disetor, hasil selisih antara Angka 10 Kolom B.4

dengan Angka 11 Kolom B.4.

Diisi tanda silang (X) dalam kotak serta cantumkan jumlah
lembar atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang
dilampirkan.

Diisi tanda silang (X) dalam kotak serta cantumkan jumlah
lembar, dalam hal melampirkan Bukti Pbk atas penyetoran PPh
terutang melalui Pemindabukuan.

Diisi tanda silang (X) dalam kotak serta cantumkan jumlah
lembar, dalam hal melampirkan Surat Kuasa Khusus bermeterai
atas kuasa Pemotong/Pemungut PPh sebagai penanda tangan
SPT.

Diisi tanda silang (X) dalam kotak serta cantumkan jumlah
lembar, dalam hal melampirkan fotokopi Surat Keterangan Bebas
atas pembebasan PPh.

Diisi tanda silang (X) dalam kotak serta cantumkan jumlah
lembar, dalam hal melampirkan tanda terima Surat Keterangan
Domisili atas PPh Pasal 26 yang dihitung berdasarkan tarif
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Diisi tanda silang (X) dalam kotak serta cantumkan jumlah
lembar, dalam hal melampirkan fotokopi SPT Masa PPh Unifikasi
Pembetulan yang dibetulkan, termasuk lampiran dan Bukti

Penerimaan Suratnya.

D. Pernyataan dan Tanda Tangan

Huruf D.1

Diberi tanda silang (X) pada kotak jika yang menandatangani
SPT adalah Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang KUP, yang
dimaksud dengan wakil Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

a. badan oleh pengurus;

b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;



Huruf D.2

Huruf D.3

Huruf D.4

Huruf D.5

Huruf D.6
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c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang
ditugasi untuk melakukan pemberesan;
d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli
warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta
peninggalannya; atau
f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam
pengampuan oleh wali atau pengampunya.
Diberi tanda silang (X) pada kotak jika yang menandatangani
SPT Masa PPh Unifikasi adalah kuasa Pemotong/Pemungut PPh.
Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak
selaku Pemotong/Pemungut PPh.
Diisi dengan tanggal pembuatan SPT Masa PPh Unifikasi, dengan
format penulisan dd-mm-yyyy. Contoh, jika tanggal pembuatan
SPT Masa PPh Unifikasi adalah 13 Februari 2021, maka
ditulis 13-02-2021.
Merupakan pernyataan Wajib Pajak bahwa SPT dan lampirannya
sudah benar, lengkap dan jelas.
Diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa
Wajib Pajak selaku Pemotong/Pemungut PPh serta cap
Pemotong/Pemungut PPh. Cap tidak wajib dalam hal
Pemotong/Pemungut PPh adalah Wajib Pajak orang pribadi.



3. Format Daftar Rincian PPh yang Disetor Sendiri

area staples
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KEMENTEE]ANKE;!ANGAN RY. |01 NPWP : [ I ] l [ | |
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |1 3 Masa Pajak (mm-yyyy) | I I

DAFTAR RINCIAN
PAJAK PENGHASILAN YANG DISETOR SENDIRI

HEREREEEREEE

/

FORMULIR DOSS

o] _|mmm

RINCIAN PPh YANG DISETOR SENDIRI

1 | a. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 28-402-01
b.  Pengalihan Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana
yang Dilakukan oleh WP yang Usaha Pokoknya Mengalihkan Hak | 28-402-02
alas Tanah dan/atau Bangunan
€. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada
Pemerintah, BUMN yang Mendapat Penugasan Khusus dari
Pemerintah, atau BUMD yang Mendapat Penugasan Khusus darl | 28-402-03
Kepala Daerah, sesual UU mengenai Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
. Perencanaan Konstruksi (Dengan Kualifikasi
2 Jasa Konsfruksi a. Usaha) 28-409-01
b, Perencanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi 28-408-02
Usaha)
c Pelgksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha 2840003
Kecil)
Pelaksanaan Konstrukst (Kualifikast Usaha
¢ Menengah dan Basar) 28-400-04
Pelaksanaan Konstruksi (Tanpa Kuatifikasi 400
e. Usaha) 28-409-05
‘ Pengawasan Konstruksi (Dengan Kualiikasi 26-409-08
Usaha)
g Z:r;%aa\;aasan Konstuksi (Tanpa Kualifikasi 28-409-07
3 | Persewaan Tanah dan/atau Bangunan 28-403-01
4 | Participating Interest Eiplorasi Hulu Migas secara tidak langsung 28-421-01
5 | Participating Interest Ekisploitasi Hulu Migas secara tidak langsung | 28-421-02
6 | Jumilah (Jumiah Angka 1 s.d. Angka 6)

CreF et e e i

OBJEK PAJAK!| J

e
o THEEN L

SILAN PASAL 15 YANG DISETOR SENDIR
R e T P

Imbatan yang Diterima/Diperoleh Sehubungan dengan Pengangkutan
Orang dan/atau Barang Termasuk Penyewaan Kapal Laut Oleh
Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

a. Penghasilan dari Indonesia

b. Penghasilan dari Luarindonesia

¢. PPhPasal 24 vang dapat diperhitungkan

d. PPhyang dipotong pihak lain

e. PPhyang disetor sendiri (a+b)- {c+d)

26-410-01 |

Imbalan vang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran
dan/atau Penerbangan Luar Negeri Sehubungan dengan
Pengangkutan Orang dan/atau Barang {Selain Berdasarkan Perjanfian
Charter)

26-411-01

Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeti yang Mempunyai Kantor
Perwakilan Dagang di indonesia

28-413-01

10

Penghasilan Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa
Maldon {Confract Manufacturing) Internasional di Bidang Preduksi
Mainan Anak-Anak

28-499-01

1

Jumiah {Jumiah Angka 7 s.d Angka 10}

18
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PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR RINCIAN PPh YANG DISETOR SENDIRI

Huruf H.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf H.2 : Diisi dengan Masa Pajak dan tahun dengan format mm-yyyy.
Misalnya Masa Pajak Januari 2021, maka ditulis 01-2021.

Rincian PPh yang Disetor Sendiri

I. Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang Disetor Sendiri

Angka 1 s.d S Kolom A.4

Angka 6 Kolom A.4

Angka 1 s.d 5 Kolom A.5

Angka 6 Kolom A.5

Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak atas
PPh Pasal 4 ayat (2) yang disetor sendiri.

Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak
yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) yang
disetorkan sendiri, merupakan penjumlahan
Angka 1 s.d Angka 5 Kolom A.4.

Diisi dengan jumlah nilai PPh atas PPh Pasal 4
ayat (2) yang disetor sendiri.

Diisi dengan total nilai PPh yang dikenakan PPh
Pasal 4 ayat (2) yang disetorkan sendiri,
merupakan penjumlahan Angka 1 s.d Angka 5
Kolom A.5.

II. Objek Pajak Penghasilan Pasal 15 yang Disetor Sendiri

Angka 7 s.d 10 Kolom A.4 :

Angka 11 Kolom A.4

Angka 7 s.d 10 Kolom A.5:

Angka 11 Kolom A.5

Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak atas
PPh Pasal 15 yang disetor sendiri.

Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak
yang dikenakan PPh Pasal 15 yang disetorkan
sendiri, merupakan penjumlahan Angka 7 s.d
Angka 10 Kolom A.4.

Diisi dengan jumlah nilai PPh atas PPh Pasal 15
yang disetor sendiri.

Diisi dengan total nilai PPh Pasal 15 yang
disetorkan sendiri, merupakan penjumlahan
Angka 7 s.d Angka 10 Kolom A.5.
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4. Format Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan PPh Pihak Lain

area staples

KEMENTERIAHKE;JANGAN RL Ha NPWP :| l l | | |
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PAJAK PENGHASILAN PIHAK LAIN

DAFTAR OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

|
H.2 Masa Pajak {mm-yyyy) | | |

FORMULIR DOPP

Him] _|E{n

OBJEK PAJAK

a. yang Dikenakan Tarif 10% 22-100-01
b. yang Dikenakan Tarif 7 5% 22-100-02
c. yang Dikenakan Tarif 0,5% 22-100-03
d. APl 22-100-04
e. non-APl 22-100-05
2 Pembayaran atas Pembelian Barang dan/atau Bahan untuk Kegiatan 22-100-06
Usahanya oleh BUMN/Badan Usaha Tertentu
1 Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor di Dalam Negeri ofeh Badan
Usahafindustri Tertentu
4 Penjualan Kendaraan Bermotor di Dalam Negeri oleh ATPM, APM dan 2210012
Importir Umum Kendaraan Bermotor
Pembefian oleh Badan Usaha berupa Komeditas Tambang Batubara,
5 Mineral Lagam dan Mineral Bukan Logam dari Badan atau Orang Pribadi 22-100-13
Pemegang I(UP
6 Penjualan Emas Batangan di Dalam Negeri oleh Badan Usaha 22-100-14
Pembelian Bahan Hasil Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Peternakan dan
7 Perikanan yang Belum Melalui Proses Industri Manufaktur, untuk Keperluan f
Industrinya/Ekspomya cleh Badan Usaha Industri/Eks portir /
] Penjualan BBM dan BBG oleh Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina
a. SPBU/Agen/Penyalur (Final) 22-401-01
b. Pihak Lain (Tidak Final) 22-100-20
g Penjualan BBM dan BBG oleh Selain Pertamina atau Anak Perusahaan
Pertamina
a. SPBU/Agen/Penyatur (Finat) 22-401-02
b. Pihak Lain {Tidak Final} 22-100-21
10 | Penjualan Pefumas ofeh importirProdusen 22-100-22
11 Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan 22.404-01
LLogam oleh Eksportir, kecuali WP yang Terikat dalam PKP2B dan KK
12 | Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah 22-403-01
13 | Jumlah {Jumiah angka 1 s.d angka 12}

‘Il 1 OBJEK PAJAK YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN PPh PASA v
14 | Dividen 27-101-01
15 | Bunga 27-102-01
16 | Royalti 27-103-01
17 | Sews dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta 27-100-01
18 | Imbalan Sehubungan dengan Jasa, Pekerjaan dan Kegiatan 27-104-01
19 | Hadiah dan Penghargaan 27-100-02
20 | Pensiun dan Pembayaran Berkala Lainnya 27-100-03
21 | Premi Swap dan Transaksi Lindung Nilai Lainnya 27-102-02
22 | Keuntungan Karena Pembebasan Utang 27-100-04
23 | Penghasilan Dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia 27-100-05
24 | PremiAsuransi/Reasuransi 27-100-06
25 | Penghasilan dari Penjualan/Pengalihan Saham 27-100-07
26 | Penghasilan Kena Pajak BUT Setelah Pajak 27-105-01
27 | Jumiah {Jumiah angka 13 s.d. 26)

=

15



-82-

area staples

DAFTAR OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PIHAK LAIN

FORMULIR DOPP-

; / LANJUTAN
kemeneraneoancanee anewe <[ [ ] LT 1 (LT [ CT] C O]
DIREKTORAT JENDERALPAJAK |15 Maga Pajak immyyyyd | | | /[ | | | |

OBJEK PAJAK

OB AN YA LAKKAN PEVOTONGAN P BASAL DY | " : ¥
28 | Dividen 24-101-01
29 | Bunga 24-102-01
30 | Royalti 24-103-01%
31 | Hadiah, Penghargaan, Bonus dan Lainnya 24-100-01
32 | Sewa danPenghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta 24-100-02
33 | Imbalan Sehubungan dengan: a. Jasa Teknik 24-104-01
b. JasaManajemen 24-104-02
¢ JasaKonsultan 2410403
d. Jasalain

34 | Jumilah {Jumlah angka 28 s.d angka 33)

Nomor 23 Tahun 2018

35 | Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Glro

36 | TransaksiPenjualan Saham a. Saham Pendiri 28-407-01 ‘

37 b. Bukan Saham Pendirl 28-407-02

38 | Bunga Diskonto Qbligasi dan Surat Berharga ;

38 | Persewaan Tanah dan/atau Bangunan 28-403-02

40 | Hadiah Undian 28-405-01

41 | JasaKonstruksii a Perencanaan Konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha) 28-409-08
b. Perencanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha) 28-408-09
¢. Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil) 28-409-10
d :::‘a;::r;;an Konstruksi (Kualifikasi Usaha Manengah 28-408-14
e. Pelaksanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha) 28-409-12
{.  Pengawasan Konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha) 28-408-13
g. Pengawasan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha) 28-409-14

pr Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak 28-417-01

Orang Pribadi (bunga sampal dengan Rp240.000,00)
a Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak | g 415 4o
Orang Pribadi {bunga di atas Rp240.000,00)

44 | Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadt Dalam Negeri 28-419-01

45 | Uplit Huly Migas 28-421-03

46 | Participating Interest Ekiplorast Hulu Migas secara langsung 28-421-04

47 | Participating Interest Ekisploitasi Hulu Migas secara langsung 28-421-05

4g | Transaksidengan Wajib Pajakyang menggunakan tarif Peraturan Pemerintah 2842308

49 | Jumiah (Jumiah angka 35 s.d. angka 48)

Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam

50 Negerl 28-410-02
Imbalan Charter Kapal Laut dan/atau Pesawat Udara yang Dibayarkan/

51 | Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri 28-411-02
melalul BUT

52 Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada 29-101-01
Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak

53 | Jumtah {Jumiah angka 50 s.4. angka 52}

=

15
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PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PIHAK LAIN

Huruf H.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.
Huruf H.2 : Diisi dengan Masa Pajak dan tahun dengan format mm-yyyy.
Misalnya Masa Pajak Januari 2021, maka ditulis 01-2021.

Objek Pajak

I. Objek Pajak yang Dilakukan Pemungutan PPh Pasal 22

Angka 1 s.d 12 Kolom A.4 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang
dilakukan pemungutan PPh Pasal 22.

Angka 13 Kolom A.4 : Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak
yang dikenakan PPh 22 yang telah dilakukan
pemungutan. Merupakan penjumlahan Angka 1
s.d Angka 12 Kolom A.4.

Angka 1 s.d 12 Kolom A.5: Diisi dengan jumlah nilai PPh Pasal 22 yang telah
dilakukan pemungutan.

Angka 13 Kolom A.5 : Diisi dengan total nilai PPh Pasal 22 yang telah
dilakukan pemungutan yang merupakan
penjumlahan Angka 1 s.d Angka 12 Kolom A.5.

II. Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 26

Angka 14 s.d 26 Kolom A.4 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak
yang dilakukan pemotongan PPh Pasal 26.

Angka 27 Kolom A.4 : Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak
yang telah dilakukan pemotongan/pemungutan
PPh Pasal 26. Merupakan penjumlahan
Angka 14 s.d Angka 26 Kolom A.4.

Angka 14 s.d 26 Kolom A.5 : Diisi dengan jumlah nilai PPh Pasal 26 yang
telah dilakukan pemotongan.

Angka 27 Kolom A.5 : Diisi dengan total nilai PPh Pasal 26 yang telah
dilakukan pemotongan/pemungutan PPh yang
merupakan penjumlahan Angka 14 s.d
Angka 26 Kolom A.S.

III. Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 23
Angka 28 s.d 33 Kolom A.4 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak



Angka 34 Kolom A.4

Angka 28 s.d 33 Kolom A.5

Angka 34 Kolom A.5
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yang dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.

Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak
yang dikenakan PPh 23 yang telah dilakukan
pemotongan. Merupakan penjumlahan
Angka 28 s.d Angka 33 Kolom A.4.

Diisi dengan jumlah nilai PPh Pasal 23 yang
telah dilakukan pemotongan.

Diisi dengan total nilai PPh Pasal 23 yang telah
dilakukan pemotongan yang merupakan

penjumlahan Angka 28 s.d Angka 33 Kolom A.S5.

IV. Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

Angka 35 s.d 48 Kolom A.4

Angka 49 Kolom A.4

Angka 35 s.d 48 Kolom A.5

Angka 49 Kolom A.5

Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak
yang dilakukan pemotongan PPh Pasal 4
ayat (2).

Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak
yang telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 4
ayat (2). Merupakan penjumlahan Angka 35 s.d
Angka 48 Kolom A.4.

Diisi dengan jumlah nilai PPh Pasal 4 ayat (2)
yang telah dilakukan pemotongan.

Diisi dengan total nilai PPh Pasal 4 ayat (2) yang
telah dilakukan pemotongan yang merupakan

penjumlahan Angka 35 s.d Angka 48 Kolom A.5.

V. Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 15

Angka 50 s.d 52 Kolom A.4

Angka 53 Kolom A.4

Angka 50 s.d 52 Kolom A.5

Angka 53 Kolom A.5

Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak
yang dilakukan pemotongan PPh Pasal 15.

Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak
yang telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 15.
Merupakan penjumlahan Angka 50 s.d
Angka 52 Kolom A.4.

Diisi dengan jumlah nilai PPh yang telah
dilakukan pemotongan atas PPh Pasal 15.

Diisi dengan total nilai PPh yang telah dilakukan
pemotongan PPh Pasal 15 yang merupakan
penjumlahan Angka 50 s.d Angka 52 Kolom A.S



-85-

5. Format Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan Daftar

Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pemindahbukuan

ares staples

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKAS|I BESERTA
DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK, BUKTI PENERIMAAN NEGARA, BUKTI PEMINDAHBUKUAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PPh PASAL 15, PPh PASAL 22, PPh PASAL 23 DAN/ATAU PPh PASAL 26

KEMENTERIAN KEUANGAN R.L, %1 NFWP T

N O O I I I

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |42 Masa Pajak {(mm-yyyy) !

FORMULIR DBP

OOO0Om

[DAFTAR BUKTI PEMOTONGANPEMUNGU TAN UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

No, NPWP/NIKITIN NAMA

KODE OBJEK
PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMURGUTAN

NOMOR BUKTI
PEMOTONGAN/
PEMUNGUTAN

TANGGAL

JUMLAH DASAR
PENGENAAN PAIAK
{Rp}

PPh YANG
DIPOTONG /
DIPUNGUT / DTP
{Rp}

10

1

19

20

21 | JUMLAH DPP DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

22 [JUMLAH DPP DAN PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

23 |JUMLAH TOTAL DPP DAN PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUTIDTP

B.DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK, BUKTI PENERIMAAN NEGARA, DAN BUKTI PEMINDAHBUKUAN

NTPN/NO BUKTI PBK

20 |

JUMLAH PPh YANG DISETOR
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PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
UNIFIKASI DAN DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK, BUKTI PENERIMAAN
NEGARA, BUKTI PEMINDAHBUKUAN

Huruf H.1
Huruf H.2

Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.

Diisi dengan Masa Pajak dan tahun dengan format mm-yyyy.

Misalnya Masa Pajak Januari 2021, maka ditulis 01-2021.

A. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar

Angka 1 s.d 20 Kolom A.1
Angka 1 s.d 20 Kolom A.2

Angka 1 s.d 20 Kolom A.3

Angka 1 s.d 20 Kolom A.4

Angka 1 s.d 20 Kolom A.5

Angka 1 s.d 20 Kolom A.6

Angka 1 s.d 20 Kolom A.7

Angka 21 Kolom A.7

Angka 22 Kolom A.7

Angka 23 Kolom A.7

Angka 1 s.d 20 Kolom A.8

Angka 21 Kolom A.8

Cukup jelas.

Diisi dengan identitas pihak yang dipotong/
dipungut PPh. Dalam hal pihak yang dipotong
adalah orang pribadi yang belum memiliki
NPWP, maka Kolom A.2 diisi dengan identitas
NIK. Dalam hal pihak yang dipotong adalah
Wajib Pajak Luar Negeri, maka Kolom A.2 diisi
dengan identitas TIN.

Diisi dengan nama pihak yang dipotong/
dipungut PPh sesuai dengan yang tercantum di
Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi.
Diisi dengan kode objek pajak.

Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan/
Pemungutan PPh Unifikasi.

Diisi dengan tanggal Bukti Pemotongan/
Pemungutan PPh Unifikasi dengan format
penulisan dd-mm-yyyy.

Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak
yang dipotong/dipungut PPh.

Diisi dengan jumlah nilai DPP dari Angka 1 s.d
Angka 20 atas PPh yang ditanggung Pemerintah.
Diisi dengan nilai DPP dari Angka 1 s.d
Angka 20 atas PPh yang dipotong/dipungut.
Diisi dengan jumlah total nilai DPP dari Angka 1
s.d Angka 20.

Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/
dipungut/DTP.

Diisi dengan jumlah nilai PPh dari Angka 1 s.d



Angka 22 Kolom A.8

Angka 23 Kolom A.8

Angka 1 s.d 20 Kolom A.9
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Angka 20 atas PPh yang ditanggung Pemerintah.

Diisi dengan nilai PPh dari Angka 1 s.d

Angka 20 atas PPh yang dipotong/dipungut.

Diisi dengan jumlah total nilai DPP dari Angka 1
s.d Angka 20.

Diisi dengan keterangan sebagai berikut:

a.

SKB, jika PPh dibebaskan dari
pemotongan/pemungutan berdasarkan
Surat Keterangan Bebas (SKB);

SKD, jika PPh Pasal 26 dikenakan tarif
sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak
Berganda (P3B);

DTP, jika PPh ditanggung oleh Pemerintah
(DTP) berdasarkan peraturan perpajakan
yang berlaku;

FAS, jika PPh tersebut dikenakan tarif
sesuai dengan aturan terkait fasilitas
perpajakan;

PP23, jika PPh tersebut dikenakan tariff
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2018;

1, atau 2, dst., jika Bukti Pemotongan/
Pemungutan PPh Unifikasi merupakan
pembetulan ke-1, ke-2, dst.;

BE, jika merupakan Bukti Pemotongan/
Pemungutan PPh Unifikasi Pembetulan;
dan/atau

BA, jika merupakan Bukti Pemotongan/

Pemungutan PPh Unifikasi Pembatalan.

Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti

Diisi dengan Kode Akun Pajak (KAP).

Diisi dengan Kode Jenis Setoran (KJS).

B. Daftar Surat Setoran
Pemindahbukuan

Kolom B.1 Cukup jelas.

Kolom B.2

Kolom B.3

Kolom B.4

Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dalam

hal dokumen pembayaran berupa SSP atau BPN, atau Nomor
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Bukti Pbk dalam hal dokumen pembayaran berupa Bukti Pbk.
Kolom B.5 : Diisi dengan tanggal pembayaran sesuai dengan SSP, BPN atau
tanggal pembayaran sesuai dengan Bukti Pbk, dengan format
penulisan dd-mm-yyyy.
Kolom B.6 : Diisi dengan jumlah PPh yang disetor sesuai SSP, BPN, atau
Bukti Pbk.
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D. TATA CARA PEMBUATAN SPT MASA PPh UNIFIKASI

1. Ketentuan Umum

Ketentuan ini meliputi ketentuan mengenai pembuatan dan

penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi. Beberapa hal yang harus

diperhatikan Pemotong/Pemungut PPh dalam membuat SPT Masa PPh

Unifikasi adalah sebagai berikut:

1. Formulir SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk formulir kertas disusun

dengan format yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin

pemindai (scanner), dengan diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.

jika Pemotong/Pemungut PPh membuat sendiri formulir SPT
Masa PPh Unifikasi, dibuat tanda = (segi empat hitam) di
keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat
dipindai (scan);

SPT Masa PPh Unifikasi menggunakan ukuran kertas F4/Folio
(8.5 x 13 inch) dengan berat minimal 70 gram,;

kertas tidak boleh dilipat atau kusut;

sebelum melakukan pengisian, terlebih dahulu membaca
petunjuk pengisian SPT Masa PPh Unifikasi;

pengisian SPT Masa PPh Unifikasi dapat dilakukan dengan
menggunakan tulisan tangan atau mesin ketik atau mesin
komputer, huruf kapital, dan tinta hitam;

kolom-kolom identitas yang terdapat dalam SPT Masa PPh
Unifikasi wajib diisi oleh Pemotong/Pemungut PPh, wakil atau
kuasa Pemotong/Pemungut PPh secara benar, lengkap, dan

jelas.

2. SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk formulir kertas wajib dilampiri

dokumen dan/atau sebagai berikut:

a.
b.

Bukti Pemotongan /Pemungutan Unifikasi;

SSP atau BPN, dalam hal kurang bayarnya dilunasi dengan
setoran ke Kas Negara;

Bukti Pbk, dalam hal kurang bayarnya dilunasi dengan
pemindahbukuan;

Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup, dalam hal SPT Masa
PPh Unifikasi ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak;

fotokopi SKB, dalam hal PPh dibebaskan berdasarkan SKB,;
Tanda Terima SKD, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung

berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda; dan
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g. fotokopi SPT Masa PPh Unifikasi yang dibetulkan, termasuk
lampiran dan Bukti Penerimaan Surat, dalam hal SPT Masa PPh
Unifikasi yang disampaikan adalah pembetulan SPT.

3. Dalam hal Pemotong/Pemungut PPh membuat SPT Masa PPh
Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik, beberapa hal yang perlu
diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Aplikasi e-Bupot Unifikasi dapat digunakan untuk membuat
Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sekaligus
menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi bagi pengguna Aplikasi
e-Bupot Unifikasi.

b. Sebelum melakukan pengisian SPT Masa PPh Unifikasi,
Pemotong/Pemungut PPh terlebih dahulu membaca petunjuk
pembuatan dan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi.

c. Kolom-kolom identitas yang terdapat dalam  Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi
wajib diisi oleh Pemotong/Pemungut PPh secara benar, lengkap,
dan jelas.

4. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus diisi
tanpa nilai desimal. Contoh:

a. dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000
(BUKAN 10.000.000,00);

b. dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen
adalah: 125 (BUKAN 125,50)

2. Aplikasi e-Bupot Unifikasi

Aplikasi e-Bupot Unifikasi disediakan melalui laman DJP Online

(www.djponline.go.id) dan saluran tertentu yang ditetapkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak meliputi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
dan Host to Host (H2H). Host to Host adalah saluran khusus yang
disediakan untuk Wajib Pajak tertentu sesuai dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak.

3. Prasyarat Penggunaan Aplikasi e-Bupot Unifikasi

a. Pemotong/Pemungut PPh harus memiliki EFIN untuk membuka
akun DJP Online;

b. Pemotong/Pemungut PPh harus memiliki Sertifikat Elektronik



C.
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untuk menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi; dan
Pemotong/Pemungut PPh ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Jenderal Pajak.

Pemotong/Pemungut PPh yang telah memiliki Sertifikat Elektronik dari

Direktorat Jenderal Pajak tidak perlu melakukan permohonan untuk

memperoleh Sertifikat Elektronik sepanjang Sertifikat Elektronik masih
berlaku.

a.

Pembuatan SPT Masa PPh Unifikasi di Aplikasi e-Bupot Unifikasi

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang

telah dibuat, tersaji secara otomatis pada draft SPT Masa PPh

Unifikasi Masa Pajak terjadinya transaksi dengan melakukan

“posting Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat

Standar”.

Pemotong/Pemungut PPh memastikan jumlah PPh yang disetor:

1) memiliki jumlah yang sama dengan jumlah PPh yang telah
dipotong dan/atau dipungut; dan

2) memiliki Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS)
yang sesuai dengan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis
Setoran (KJS) atas PPh yang telah dipotong/dipungut.

Pemotong/Pemungut PPh memasukkan NTPN yang tertera dalam

SSP atau BPN, atau memasukkan nomor Bukti Pemindahbukuan

yang tercantum dalam Bukti Pbk.

Aplikasi e-Bupot Unifikasi akan melakukan validasi NTPN dan

Nomor Bukti Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada

huruf c.

Pemotong/Pemungut PPh harus memastikan SPT Masa PPh

Unifikasi telah diisi dengan lengkap, benar, dan jelas serta

ditandatangani secara elektronik sebelum disampaikan.

5. Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi di Aplikasi e-Bupot Unifikasi

a.

b.

SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan melalui Aplikasi e-Bupot
Unifikasi menggunakan Sertifikat Elektronik. Pemotong/Pemungut
PPh perlu mempersiapkan file Sertifikat Elektronik dan passphrase.

Atas penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi melalui Aplikasi e-Bupot
Unifikasi, Pemotong/Pemungut PPh akan mendapatkan Bukti
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Penyampaian Elektronik (BPE) yang merupakan tanda terima
penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi sesuai dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku.

Nilai PPh terutang dalam BPE mencerminkan nilai total PPh yang
telah dipotong/dipungut sebagaimana tercantum pada Angka 10
Kolom B.5 Induk SPT Masa PPh Unifikasi untuk SPT Normal atau
Angka 12 Kolom B.5 Induk SPT Masa PPh Unifikasi untuk SPT
Pembetulan.

Dokumen Elektronik SPT Masa PPh Unifikasi dan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi akan tersimpan dalam akun
Pemotong/Pemungut PPh dalam jangka waktu sesuai dengan
ketentuan mengenai daluwarsa dalam perundang-undangan
perpajakan.

SPT Masa PPh Unifikasi dapat dicetak oleh Pemotong/Pemungut

PPh sesuai keperluan/kepentingan pengguna Aplikasi e-Bupot
Unifikasi.

6. Keterlambatan Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi

Sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi

dikenakan atas setiap Masa Pajak yang terlambat disampaikan pada
SPT Masa PPh Unifikasi.
Contoh 19:

| SPT Masa 'PPh Unifikasi Masa: Pajak September terlambat dlsampalkan

- PT ANEKA KARYA telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi Masa |
| Pajak September 2021 pada 25 Oktober 2021 dengan pembayaran- PPh '|
| terutang dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2021 dengan nilai:

PPh Pasal 4 ayat (2): Rp9:000.000,00
PPh Pasal 15::Rp0,00

PPh Pasal 22: Rp2.500.000,00

PPh Pasal 23: Rp25.000.000,00

PPh Pasal 26: Rp0,00

e —_— I e S ——— e

| oleh PT" ANEKA KARYA. Atas keterlambatan tersebut PT ANEKA
KARYA diberikan STP Masa PPh Unifikasi- sebesar Rp100.000,00. §

7. Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi dilakukan dengan memperhatikan

beberapa hal sebagai berikut:
1.

Pernyataan tertulis dalam pembetulan SPT Masa Unifikasi PPh
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tersebut dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang
telah disediakan dalam SPT yang menyatakan bahwa
Pemotong/Pemungut PPh yang bersangkutan membetulkan SPT.

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi tidak dapat dilakukan apabila
telah disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat

pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan.

. Apabila pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi disebabkan kekeliruan

dalam pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi,
Pemotong/Pemungut PPh terlebih dahulu harus membetulkan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang telah dibuat.

. Apabila pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi disebabkan
pembatalan transaksi, Pemotong/Pemungut PPh terlebih dahulu
harus membatalkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang
telah dibuat.

Apabila pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi disebabkan adanya
transaksi yang belum dipotong atau dipungut, Pemotong/Pemungut
PPh terlebih dahulu harus membuat Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atas transaksi yang belum
dilaporkan.

Apabila terdapat objek pajak yang wajib disetor sendiri namun
belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi,
Pemotong/Pemungut PPh sebagai pihak yang seharusnya dipotong,
wajib menyetor PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15 dan/atau
PPh Pasal 22 yang harus disetor sendiri dan melakukan pembetulan
SPT Masa PPh Unifikasi yang terkait.

Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi tersebut
mengakibatkan adanya pajak yang kurang disetor, maka
Pemotong/Pemungut PPh terlebih dahulu melunasi jumlah pajak

yang kurang disetor tersebut.



-94-

-

8. Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi tersebut

mengakibatkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, kelebihan
PPh tersebut oleh Pemotong/Pemungut PPh dapat diajukan
permohonan pemindahbukuan sebagaimana diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara
pembayaran dan penyetoran pajak, atau permohonan pengembalian
sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang
mengatur mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan

pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

SR

RETNO SRI SULISTYANI %%
NIP:19681007 199310 2 00



